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ABSTRAK 

MULIANA, Penegakan hukum  terhadap Larangan Penggunaan Bahan Peledak dalam 

Penangkapan ikan Analisis Hukum Pidana Nasional dan Maqasid Syariah (dibimbing 

oleh Azlan Thamrin). 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap 

larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan berdasarkan hukum 

pidana nasional serta menganalisis konstruksi sanksi pidana terhadap pelanggaran 

penggunaan bahan peledak dalam perspektif hukum pidana Islam melalui pendekatan 

Maqāṣid al-Syarī'ah.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kepustakaan. Bahan hukum 

diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, 

dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penggunaan 

bahan peledak dalam penangkapan ikan telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena dipengaruhi oleh 

keterbatasan sarana dan prasarana, luasnya wilayah pengawasan, kurangnya jumlah 

aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya 

kesadaran hukum masyarakat pesisir. Konstruksi sanksi pidana berupa pidana penjara 

dan pidana denda telah memberikan kepastian hukum terhadap pelaku, tetapi 

efektivitasnya masih perlu diperkuat melalui pengawasan yang lebih intensif, 

penegakan hukum yang konsisten, dan peningkatan edukasi kepada masyarakat. 

Berdasarkan Maqāṣid al-Syarī'ah, perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip 

menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), menjaga harta (ḥifẓ al-māl), dan menjaga lingkungan 

(ḥifẓ al-bi'ah), sehingga penerapan sanksi pidana sejalan dengan tujuan syariat untuk 

mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Bahan Peledak, Penangkapan Ikan, Hukum Pidana 

Nasional, Maqāṣid al-Syarī'ah. 
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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

 

A. Transliterasi 

1. Konsonan 

Fonem konsonan dalam bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab diwakili 

oleh huruf, dalam transliterasi ini sebagian diwakili oleh huruf, sebagian lagi dengan 

tanda, dan ada juga yang menggunakan kombinasi antara huruf dan tanda. 

 

Huruf Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ر

 Tsa Ts te dan sa ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha ر

 Dal D De د

 Dzal Dz de dan zet ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy es dan ya ش

 Shad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط
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 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ koma terbalik ke atas„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

ٔ Wau W We 

 Ha H Ha ىّ

 Hamzah ’ Apostrof ء

٘ Ya Y Ya 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun. Namun, jika hamzah terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis 

dengan tanda ('). 

2. Vokal 

Vokal tunggal (monoftong) dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan 

tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut: 

Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا´

   Kasrah I I 

 Dhomma U U ا 
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antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ْٙ  Fathah danYa Ai a dan i ىَ

 ْٕ  Fathah dan Wau Au a dan u ىَ

Contoh : 

       : Kaifa 

       : Haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa kombinasi huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

tanda 
Nama 

 Fathah dan alif atau ya Ā a dan garis diatas ىَٙ/ ىَا

 ْٙ  Kasrah dan Ya Ī i dan garis di atas ىِ

 Kasrah dan Wau Ū u dan garis di atas ىُٕ

Contoh: 

 māta : يات

 ramā : ريٗ

 qīla : قٛم

 yamūtu : ًٕٚت

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk tamarbutah ada dua: 

a. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah [t]. 

b. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
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adalah [h]. 

Kalau pada kata yang terakhir dengan tamarbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ُةِ ضُة انَجه َٔ  rauḍahal-jannah atau rauḍatul jannah : رْ

دَُْٚةُ انْفَاِضَهِة ًِ  al-madīnahal-fāḍilah atau al-madīnatulfāḍilah : انَْ

ة ًُ  al-hikmah :  انِْذْكَ

5. Syaddah(Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid ( ّّ ' ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

تَُا  Rabbanā : ره

 Najjainā : َهجَُْٛا

 al-haqq : انْخَ ق

 al-hajj : انْخَ ج

َْعَى  : nuʻʻima 

 ʻaduwwun: عُد ٔ

Jika huruf ٖ bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah        

maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i). 

Contoh: 

          :ʻArabi (bukan ʻArabiyy atau ʻAraby) 

         : ʻAli (bukan ʻAlyy atau ʻAly) 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا(alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

Contoh: 

ًُس  al-syamsu (bukan asy- syamsu) : انْشَْ

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : انهسْنَسَنةُ

سَفةُانفَْهَ   : al-falsafah 

 al-bilādu : انِْثلَادُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

ٌ َٔ  ta’murūna : جأْيُُرْ

          : al-nau’ 

        : syai’un 

          : Umirtu 

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 
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transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an(dar Qur’an), Sunnah. Namun bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fīẓilālal-qur’an 

Al-sunnahqablal-tadwin 

Al-ibāratbi ‘umum al-lafẓlābi khusus al-sabab 

9. Lafẓ al-Jalalah (الله) 

Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

ٍُ الِله ْٚ  billah تِانِم Dīnullah دِ

 Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

ةِ الِله ًَ ُْىْ فِٙ رَدْ  Hum fī rahmatillāh 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi 

ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa 

Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 
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kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 

tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī 

Abū Nasr al-Farabi 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) 

 

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr 

Ḥamīd (bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū) 

B. Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt. = subḥānahū wa ta‘āla 

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al- sallām 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun 

w. = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ …, ayat 4 
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HR = Hadis Riwayat 

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab: 

 

 صفذة = ص

 تدٌٔ يكاٌ = دو

 صلى الله عليه وسلم = صهعى

 طثعة = ط

 تدٌٔ َاشر = دٌ

 إنٗ آسرِ/إنٗ آسرْا = انز

 جسء = ج

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks 

referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantara sebagai berikut: 

ed.     : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). 

Karena dalam bahasa Indonesia kata ‚editor‛ berlaku baik untuk satu 

atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam 

catatan kaki/akhir, kata ed. tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup 

membubuhkan tanda koma (,) antara nama editor (terakhir) dengan kata 

ed. Tanda koma (,) yang sama juga mengantarai kata ed. dengan judul 

buku (menjadi: ed.,). Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. 

Singkatan ed. dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, 

tergantung konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum  nama 

editor, ia bisa juga ditulis panjang menjadi, ‚Diedit oleh. ‛ 

et al. : ‚Dan lain-lain‛ atau ‚dan kawan-kawan‛ (singkatan dari et alia). Ditulis 

dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (‚dan 

kawan-kawan‛) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun 

yang dipilih, penggunaannya harus konsisten. 
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Cet. : Cetakan. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau 

literatur sejenis biasanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, 

misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat 

perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak 

halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa 

cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari 

karya yang bersangkutan. 

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya 

terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya. 

Vol. : Volume. Biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku 

atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa 

Arab biasanya digunakan kata juz. 

No.  : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah 

berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah 

laut mencapai sekitar dua pertiga dari total wilayah nasional. Kekayaan sumber daya 

laut Indonesia, khususnya sumber daya perikanan, menjadi tumpuan utama bagi 

keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir sekaligus penopang ketahanan pangan 

nasional. Konservasi lingkungan laut di Indonesia merupakan isu mendesak 

mengingat negara ini memiliki wilayah laut terluas di dunia seluas sekitar 5,8 juta 

km², yang rentan terhadap ancaman seperti penggunaan bahan peledak (blast fishing) 

dalam penangkapan ikan, yang menyebabkan kerusakan habitat terumbu karang, 

kematian biota laut secara massal atau non-target, serta rusaknya ekosistem laut yang 

membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk pulih kembali1.  

Selain merusak lingkungan, praktik ini juga mengancam keberlanjutan mata 

pencaharian nelayan tradisional dan mengganggu keseimbangan ekosistem laut 

secara permanen. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 

Republik Indonesia, pada tahun 2022 tercatat 1.247 tetapi kasus penangkapan ikan 

ilegal yang menggunakan penggunaan bahan peledak tercatat 72 kasus, yang 

mengakibatkan kerugian ekonomi sekitar Rp 2,5 triliun per tahun akibat hilangnya 

stok ikan dan kerusakan ekosistem¹, dengan praktik ini umum terjadi di wilayah 

pesisir seperti Sulawesi di mana nelayan kecil sering menggunakan bahan peledak 

                                                           
1
 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Pengelolaan Sumber Daya Perikanan 

Berkelanjutan, Jakarta, 2020. 
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seperti dinamit untuk menangkap ikan secara cepat, meskipun dampak jangka 

panjangnya merusak keberlanjutan sumber daya laut2. 

Penggunaan bahan peledak dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 

Tahun 2009, khususnya Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1), dengan ancaman 

hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp 1,5 miliar3, namun analisis 

hukum pidana ini sering kali terbatas pada aspek formal tanpa mempertimbangkan 

dimensi etis dan spiritual, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang 

mayoritas Muslim, sehingga menimbulkan masalah dalam efektivitas regulasi karena 

belum sepenuhnya mengintegrasikan nilai-nilai syariah yang dapat memperkuat 

motivasi kepatuhan. Oleh karena itu, keterbatasan penegakan hukum formal tersebut 

menunjukkan perlunya dukungan legitimasi moral-keagamaan sebagai penguat, agar 

kepatuhan hukum yang tercipta tidak semata-mata didasarkan pada rasa takut 

terhadap sanksi, melainkan juga kesadaran etis yang bersifat substantif. 

Penegakan hukum terhadap larangan ini menghadapi keterbatasan signifikan, 

seperti sumber daya pengawasan yang terbatas dengan KKP hanya memiliki sekitar 

2.000 personel pengawas laut untuk wilayah seluas 5,8 juta km², sehingga banyak 

kasus tidak terdeteksi4, Dalam konteks penegakan hukum, aparat kepolisian 

menghadapi tantangan besar dalam mengawasi aktivitas penangkapan ikan yang 

menggunakan bahan peledak. mengungkapkan bahwa luasnya cakupan wilayah 

perairan, keterbatasan sarana patroli laut, dan minimnya koordinasi antarinstansi 

                                                           
2
 WWF Indonesia, Status Terumbu Karang Indonesia 2021, Jakarta: WWF, 2022, halaman. 22-

25. 
3
 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 84 ayat (1). 

4
 KKP, Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, Jakarta: KKP, 

2020, halaman. 12. 
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menjadi faktor utama lemahnya pengawasan di wilayah pesisir. Kondisi ini 

menyebabkan aktivitas blast fishing masih sering terjadi, terutama pada waktu-waktu 

tertentu ketika pengawasan tidak optimal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas 

kelembagaan, peningkatan patroli, serta sinergi antara Polri, Polairud, Dinas Kelautan 

dan Perikanan, dan pemerintah daerah menjadi sangat diperlukan untuk 

meningkatkan efektivitas penegakan hukum.5 

Dalam konteks hukum Islam, tindakan merusak lingkungan seperti 

penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan merupakan bentuk perbuatan 

yang dilarang karena termasuk fasād fī al-arḍ (perusakan di muka bumi).  

Konsep ini sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu Maqāṣid al-

Syarī„ah, yang berorientasi pada perlindungan lima kebutuhan dasar manusia (al-

ḍarūriyyāt al-khamsah): menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), 

menjaga akal (ḥifẓ al-„aql), menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan menjaga harta (ḥifẓ 

al-māl). Dalam konteks modern, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi 

menambahkan perlindungan terhadap lingkungan (ḥifẓ al-bi‟ah) sebagai bagian dari 

maqāṣid perluasan, karena kelestarian alam merupakan prasyarat bagi terwujudnya 

kemaslahatan manusia.6 

Dengan demikian, larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan 

ikan tidak hanya relevan dalam perspektif hukum positif, tetapi juga tidak memiliki 

dasar teologis dan etis yang kuat dalam hukum Islam. Islam mendorong manusia 

untuk memanfaatkan alam dengan bijak (isti„mār al-arḍ) tanpa merusak 

                                                           
5
 L. Fitriani, “Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Ilegal Fishing Di Wilayah Pesisir 

Indonesia.,” Jurnal Hukum Laut Nusantara, 6(2), 121–135., n.d. 
6
 M. Hasan, “Al-Qur`an Surah Al-A`raf Ayat 56. Konsep Fasad Fi Al-Ard Dalam Al-Qur`andan 

Implikasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Laut.,” Jurnal Studi Islam, 12(1), n.d., 45–60. 
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keseimbangannya. Rasulullah SAW bahkan menegaskan dalam hadis riwayat Muslim 

bahwa: 

 “Sesungguhnya dunia ini hijau dan indah, dan sesungguhnya Allah 

menjadikan kamu khalifah di dalamnya. Maka Dia akan melihat bagaimana kamu 

berbuat.” Hadis ini menunjukkan bahwa manusia diberi mandat sebagai khalifah 

(pengelola) yang harus menjaga dan melestarikan ciptaan Allah, bukan merusaknya. 

Dari sinilah pentingnya pendekatan maqāṣid al-syarī„ah dalam analisis 

hukum pidana terhadap pelarangan penggunaan bahan peledak di laut. Pendekatan ini 

memberikan dasar filosofis dan spiritual bagi upaya konservasi lingkungan laut. Jika 

hukum pidana nasional menekankan aspek sanksi dan penjeraan (deterrent effect), 

maka maqāṣid al-syarī„ah menekankan aspek kesadaran moral dan tanggung jawab 

manusia terhadap alam. Sinergi antara keduanya akan memperkuat upaya 

perlindungan lingkungan laut yang tidak hanya berbasis aturan formal, tetapi juga 

berbasis nilai keagamaan dan kemaslahatan bersama.7 

Pada akhirnya, menjaga kelestarian laut bukan sekadar kewajiban hukum, 

tetapi juga ibadah dan tanggung jawab moral manusia sebagai khalifah Allah di bumi. 

Dalam konteks maqāṣid al-syarī„ah, setiap tindakan pelestarian lingkungan 

merupakan bentuk nyata dari jalb al-maṣlaḥah wa dar‟ al-mafsadah yaitu 

mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Sinergi antara hukum pidana 

nasional dan prinsip maqāṣid al-syarī„ah diharapkan dapat menjadi landasan kuat 

dalam mewujudkan keadilan ekologis dan keberlanjutan kehidupan laut di Indonesia. 

Selain upaya penegakan hukum, strategi preventif melalui pendidikan dan 

penyadaran masyarakat terbukti berperan penting dalam pencegahan praktik merusak 

                                                           
7
 M. Abdullah, “Maqasid Al-Syari`ah Sebagai Landasan Etis Dalam Konservasi Lingkungan:,” 

Jurnal Syariah Dan Hukum, 9(3), n.d., 67–82. 
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lingkungan. Amrullah menekankan bahwa internalisasi nilai-nilai maqāṣid al-

syarī„ah, khususnya konsep ḥifẓ al-bi‟ah (perlindungan lingkungan), melalui kegiatan 

keagamaan seperti khutbah Jumat, majelis taklim, dan penyuluhan berbasis pesantren, 

mampu meningkatkan kesadaran ekologis masyarakat pesisir. Melihat latar belakang 

masalah diatas, peneliti terdorong untuk melakukan kajian yang lebih mendalam yang 

tertuang dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul “Penegakan Huum Laut 

terhadap Larangan Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan ikan Analisis 

Hukum Pidana Nasional dan Maqasid Syariah” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tantangan penegak hukum pidana mengenai larangan penggunaan 

bahan peledak dalam penangkapan ikan dalam peraturan perundang-

undangan? 

2. Bagaimana konstruksi sanksi pidana terhadap pelanggaran penggunaan bahan 

peledak dalam penangkapan ikan dalam perspektif hukum pidana? 

3. Bagaimana larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan 

dianalisis berdasarkan perspektif maqāṣid al-syarī„ah sebagai upaya 

perlindungan dan keberlanjutan lingkungan laut? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis tantangan penegak hukum pidana mengenai larangan 

penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dalam peraturan 

perundang-undangan.  
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2. Untuk menganalisis konstruksi sanksi pidana terhadap pelanggaran 

penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dalam perspektif hukum 

pidana. 

3. Untuk menganalisis larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan 

ikan dianalisis berdasarkan perspektif maqāṣid al-syarī„ah sebagai upaya 

perlindungan dan keberlanjutan lingkungan laut. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara penegak hukum 

lingkungan dengan larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan 

melalui perspektif hukum pidana nasional dan maqasid syariah. Kegunaan penelitian 

ini dapat diklasifikasikan ke dalam manfaat teoritis, praktis, dan sosial, sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Nasional dan 

Maqasid syariah, melalui hal-hal sebagai berikut  

a. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai larangan 

penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan berdasarkan hukum 

pidana nasional. 

b. Menjelaskan relevansi prinsip maqasid syariah dalam perlindungan 

lingkungan laut sebagai bagian dari pendekatan hukum Islam. 

c. Menjadi landasan teoritis bagi penelitian selanjutnya yang membahas 

integrasi hukum positif dan prinsip syariah dalam pengelolaan sumber daya 

alam. 
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d. Memperkaya literatur ilmiah mengenai hubungan antara hukum pidana, 

lingkunga, dan prinsip syariah. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi 

pelaksanaan hukum di Indonesia, terutama dalam konteks hukum pidana Nasional 

dan Maqasid syariah, antara lain: 

a. Memberikan dasar pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam 

menindak praktik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak 

secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum nasional. 

b. Menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam 

merumuskan kebijakan atau program yang mendukung pelestarian 

lingkungan laut secara berkelanjutan. 

c. Mendorong masyarakat, khususnya nelayan, untuk memahami dan 

menegakkan hukum berdasarkan hukum positif dan nilai-nilai maqasid 

syariah, sehingga tercipta kesadaran hukum dan tanggung jawab 

lingkungan. 

d. Memberikan kontribusi bagi lembaga pendidikan, organisasi lingkungan, 

dan masyarakat luas dalam menyusun program edukasi terkait pentingnya 

menjaga kelestarian sumber daya laut. 

E. Definisi Istilah / Pengertian Judul 

1. Penegakan Hukum 

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan untuk 

merealisasikan norma-norma hukum ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara guna menciptakan ketertiban, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan 
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hukum. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan peraturan 

perundang-undangan secara formal oleh aparat penegak hukum, tetapi juga mencakup 

upaya menanamkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam 

konteks negara hukum, penegakan hukum menjadi instrumen penting untuk menjaga 

stabilitas sosial serta menjamin terlaksananya hak dan kewajiban setiap warga negara 

secara proporsional. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum sangat 

dipengaruhi oleh kualitas substansi hukum, integritas aparat penegak hukum, sarana 

dan prasarana pendukung, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. 

Penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai, kaidah, dan 

pola perilaku nyata dalam masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian 

dan ketertiban sosial. Penegakan hukum pada hakikatnya tidak hanya berfokus pada 

aspek normatif, tetapi juga harus mampu mengakomodasi rasa keadilan yang hidup di 

tengah masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan 

tertulis semata, melainkan sebagai sarana untuk menciptakan keteraturan sosial dan 

perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Pandangan ini menunjukkan bahwa 

penegakan hukum memiliki dimensi yang luas karena berkaitan langsung dengan 

nilai moral, sosial, dan budaya dalam kehidupan masyarakat.8 

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses yang kompleks dan 

berpuncak pada putusan hakim sebagai bentuk konkret implementasi hukum. Dalam 

praktiknya, penegakan hukum harus mampu menyeimbangkan antara kepastian 

hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Penegakan hukum yang hanya 

berorientasi pada kepastian hukum secara formal berpotensi mengabaikan nilai 

keadilan substantif yang sesungguhnya menjadi tujuan utama hukum itu sendiri. Oleh 

                                                           
8
 Zico Junius. Fernando, “„Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dan Problematika Penegakan 

Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.,‟” Majalah Keadilan Vol. 20 No (2022). 
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sebab itu, aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki integritas, profesionalitas, 

dan moralitas yang tinggi agar hukum dapat ditegakkan secara objektif dan tidak 

diskriminatif.9 

Keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh moralitas dan 

kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif 

apabila hanya bergantung pada aparat penegak hukum tanpa adanya dukungan 

kesadaran hukum dari masyarakat. Kesadaran hukum tersebut tercermin dalam 

kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak 

orang lain. Dengan demikian, penegakan hukum pada dasarnya merupakan tanggung 

jawab bersama antara negara dan masyarakat dalam menciptakan kehidupan sosial 

yang tertib, adil, dan harmonis. 

Dapat dipahami bahwa penegakan hukum adalah suatu proses pelaksanaan 

dan penerapan norma hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum bersama 

masyarakat guna mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam 

kehidupan sosial. Penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian 

sosial, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia serta instrumen 

untuk menciptakan keteraturan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Oleh karena itu, 

penegakan hukum harus dilaksanakan secara profesional, adil, dan berlandaskan 

nilai-nilai moral serta prinsip negara hukum.10  

2. Larangan Penggunaan Bahan Peledak 

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan adalah praktik 

menangkap ikan dengan cara meledakkan bom atau bahan peledak lain di perairan, 

                                                           
9
 Abdul. Jalil, “„Penegakan Hukum Di Pengadilan Dan Dimensi Spiritualitasnya (Aspek Yang 

Sering Terlupakan).,‟” Administrative Law and Governance Journal, Vol. 4 No. (2021). 
10

 S. Ahyani, Hisam., Surasa, A., & Suryani, ““Idealitas Penegakan Hukum Yang Baik (Ideal) 

Menurut Gaya Moral Di Indonesia.,” Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 3 No. (2022). 
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dengan tujuan membunuh atau melumpuhkan ikan agar lebih mudah dikumpulkan. 

Cara ini dikenal dengan istilah blast fishing dan termasuk metode penangkapan yang 

merusak ekosistem laut secara signifikan. Ledakan bahan peledak tidak hanya 

membunuh ikan yang ditargetkan, tetapi juga menghancurkan terumbu karang, 

merusak habitat laut, dan mengganggu keseimbangan ekologi. Akibatnya, 

keberlanjutan sumber daya laut terancam, sehingga metode ini dilarang oleh hukum 

nasional maupun prinsip-prinsip syariah yang menekankan perlindungan 

lingkungan.
11

 

3. Larangan dalam Hukum Nasional 

Secara hukum nasional, penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan 

diatur dalam beberapa regulasi, antara lain: 

a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang 

menegaskan larangan melakukan penangkapan ikan dengan cara merusak 

atau menghancurkan sumber daya perikanan. Pasal-pasal terkait 

memberikan sanksi pidana bagi pelaku, termasuk pidana penjara dan denda, 

untuk mencegah praktik merusak ekosistem laut. 

b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang lebih 

spesifik melarang penggunaan bahan peledak, sianida, atau bahan berbahaya 

lainnya dalam penangkapan ikan, terutama di kawasan konservasi dan 

wilayah yang dilindungi. 

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat diterapkan 

secara analogis untuk perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan 

                                                           
11

 S. Kautsari, N., Diahpebila, T. A., Mardhia, D., Iskandar, S., & Bahri, “Investigasi Penyebab 

Pengeboman Ikan Di Perairan Teluk Saleh Berdasarkan Persepsi Dan Prinsip Nelayan Terhadap 

Destructive Fishing.,” Jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik. Https://Doi.Org/10.46252/Jsai-Fpik-

Unipa.2024.Vol.8.No.1.398, n.d. 
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dan merugikan masyarakat, meskipun KUHP lebih menekankan pidana 

umum. 

Hukum nasional menekankan bahwa larangan ini bukan hanya soal 

perlindungan ikan, tetapi juga perlindungan ekosistem laut, hak masyarakat atas 

lingkungan yang sehat, dan keberlanjutan sumber daya alam. Pelanggaran terhadap 

larangan ini dapat dipidana karena merugikan publik dan merusak keseimbangan 

ekologi yang menjadi tanggung jawab bersama.
12

 

4. Larangan dalam Perspektif Maqasid Syariah 

Dalam perspektif maqasid syariah, larangan penggunaan bahan peledak dalam 

penangkapan ikan dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap hifdz al-

bi‟ah (pemeliharaan lingkungan) dan hifdz al-nafs (perlindungan jiwa dan 

keselamatan manusia). Maqasid syariah menekankan bahwa manusia sebagai khalifah 

di bumi memiliki kewajiban menjaga keseimbangan alam, memelihara keberlanjutan 

sumber daya alam, dan menghindari kerusakan yang membahayakan makhluk 

hidup.
13

 

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan bertentangan dengan 

prinsip mashlahah (kepentingan umum) karena: 

a. Merusak ekosistem laut yang menjadi sumber nafkah masyarakat pesisir. 

b. Mengancam keberlanjutan kehidupan laut, sehingga menyalahi prinsip 

keadilan antar generasi (adl). 

                                                           
12

 S. Ramadhan, R. W., Azed, A. B., & Suzanalisa, “Analisis Pasal 85 Undang-Undang 45 

Tahun 2009 Terhadap Penggunaan Jaring Hela Sebagai Alat Tangkap Ikan.,” Legalitas. 

Https://Doi.Org/10.33087/Legalitas.V16i2.789, n.d. 
13

 H. G. Ma, “Larangan Melaut Pada Hari Jum‟at Di Desa Singkuang Ditinjau Dari Perspktif 

Maqasid Syari‟ah.,” Urnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial. 

Https://Doi.Org/10.24952/El-Qanuniy.V8i2.6253, n.d. 
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c. Mengganggu keseimbangan alam dan berpotensi membahayakan 

keselamatan manusia dan makhluk hidup lain, yang bertentangan dengan 

prinsip perlindungan jiwa (hifdz al-nafs).
14

 

5. Penangkapan Ikan 

Penangkapan ikan merupakan aktivitas memperoleh ikan dan biota perairan 

lainnya secara langsung dari habitat alaminya tanpa melalui proses pembudidayaan. 

Kegiatan ini melibatkan penggunaan alat tangkap tertentu yang telah memenuhi 

standar teknis dan ekologis sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam kerangka 

pengelolaan sumber daya perikanan modern, penangkapan ikan dipahami bukan 

sekadar kegiatan mengambil hasil laut, tetapi juga bagian dari mekanisme 

pemanfaatan sumber daya yang harus dilakukan secara bertanggung jawab dan 

berkelanjutan.15 

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo tentang perikanan. 

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mendefinisikan 

penangkapan ikan sebagai setiap kegiatan yang bertujuan memperoleh ikan di 

perairan yang tidak dibudidayakan dengan menggunakan alat, sarana, atau cara 

tertentu. Ketentuan ini menegaskan bahwa aktivitas penangkapan ikan memiliki 

batasan hukum yang jelas, termasuk larangan memakai alat tangkap yang dapat 

merusak ekosistem seperti bahan peledak, racun, dan setrum. Dengan demikian, 

                                                           
14

 D. A. Hidayat, A. A., & Setyorini, “Kajian Yuridis Penangkapan Lkan Menggunakan Bahan 

Peledak (Studi Kasus Nelayan Di Muara Angke Jakarta Utara).,” Reformasi Hukum Trisakti. 

Https://Doi.Org/10.25105/Refor.V5i4.17240, n.d. 
15

 Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal, and Pasifik Sebagai, “Penegakan Hukum Atas Tindak 

Pidana Penggunaan Bahan Peledak ( Bom Ikan ) Dalam Penangkapan Ikan Di Wilayah Perairan Laut 

Indonesia Menjadi Tujuan Migrasi Sejak Ratusan Tahun Lalu . Sejarah Menunjukkan Bahwa Banyak 

Orang Jelas . Di Perairan Indonesia Terda” 2 (2024): 94–105. 



13 

 

 

penangkapan ikan bukan sekadar tindakan ekonomi, tetapi juga tindakan hukum yang 

harus sesuai dengan asas kelestarian lingkungan dan perlindungan ekosistem laut.16 

penangkapan ikan dipahami sebagai aktivitas pemanfaatan sumber daya 

hayati yang harus diarahkan pada pelestarian ekosistem pesisir dan laut. Penggunaan 

alat tangkap ramah lingkungan, pengaturan zona konservasi, dan pembatasan waktu 

penangkapan merupakan bagian dari prinsip responsible fishing yang dikembangkan 

untuk menjaga keberlanjutan stok ikan. Praktik penangkapan ikan yang tidak ramah 

lingkungan, seperti penggunaan bahan peledak, bukan hanya merusak terumbu 

karang dan struktur ekosistem, tetapi juga mengancam regenerasi ikan dan 

berdampak jangka panjang terhadap keseimbangan biologis perairan.17 

Lebih jauh, penangkapan ikan juga berkaitan dengan aspek sosial dan 

ekonomi masyarakat pesisir. Banyak komunitas nelayan bergantung pada kegiatan ini 

sebagai mata pencaharian utama, sehingga keberlangsungan sumber daya ikan sangat 

menentukan stabilitas ekonomi mereka. Oleh karena itu, penangkapan ikan harus 

dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, hukum, dan sosial agar 

pemanfaatannya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang justru dapat 

merugikan masyarakat dalam jangka panjang. Penguatan regulasi, edukasi, dan 

pendekatan berbasis konservasi menjadi faktor penting agar praktik penangkapan 

ikan tetap mendukung kesejahteraan sekaligus melestarikan ekosistem laut.18 

 

                                                           
16

 Kholis Roisah et al., “Legal Development in the Overcoming Overfishing in Indonesian 

Coastal Areas” 8, no. 2 (2023): 1065–1102. 
17

 Jurnal Hasil Pemikiran and Ernawati S Kaseng, “Jurnal Sosialisasi Praktik Destructive 

Fishing Nelayan Dan Pendekatan Ekologi Budaya Dalam Pembangunan Berkelanjutan Jurnal 

Sosialisasi” 10 (2023): 23–31. 
18

 “An Analysis of Destructive Fishing as an Anthropogenic Disaster in Coastal Areas : A 

Maritime Security Perspective” 7, no. 2 (2025): 144–61, https://doi.org/10.24076/nsjis.v7i2.1633. 
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6. Hukum Pidana Nasional  

Hukum pidana nasional adalah cabang hukum yang mengatur perbuatan 

manusia yang dianggap merugikan masyarakat, negara, atau kepentingan umum, serta 

menetapkan sanksi bagi pelaku untuk menegakkan keadilan dan ketertiban. Secara 

luas, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen negara untuk: 

a. Melindungi kepentingan masyarakat dan Negara hokum pidana menegaskan 

bahwa perilaku tertentu tidak diperbolehkan karena dapat merusak 

keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, dalam 

konteks perikanan, praktik penangkapan ikan dengan bahan peledak 

dianggap merusak ekosistem laut, mengancam kelestarian ikan, dan 

berpotensi merugikan masayarakat pesisir yang menggantungakn hidup 

pada laut.19 

b. Memberikan efek jera dan pemulihan Sanksi pidana, baik berupa denda, 

kurungan, atau hukuman lainnya, bertujuan menimbulkan efek jera sehingga 

pelaku maupun masyarakat lainnya tidak mengulangi perbuatan yang 

melanggar hukum. Hukum pidana nasional juga bisa mencakup restitusi 

atau ganti kerugian dalam kasus tertentu, termasuk kerusakan lingkungan. 

c. Menjadi instrument preventif dan represif Hukum pidana tidak hanya 

berfungsi secara represif (memberi hukuman), tetapi juga preventif, yaitu 

mencegah masyarakat melakukan perbuatan yang merugikan. Contohnya, 

larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan diatur secara 

                                                           
19

 Ninin Ernawati Et Al., “Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan Legal Enforcement For Iuu 

Fishing In Indonesian Sovereignty And Jurisdiction : A Case Analysis Of The Capture Of Foreign 

Vessels By The Indonesian Government” 10, No. 3 (2022): 43–52, 

Https://Doi.Org/10.20895/Inista.V3i2.Doi. 
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jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. UU Nomor 45 

Tahun 2009 tentang Perikanan.20 

d. Bersifat normatif dan terstruktur Hukum pidana nasional terdiri dari norma-

norma tertulis yang terstruktur dalam peraturan perundang-undangan, mulai 

dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum umum, 

hingga UU khusus seperti UU Perikanan, UU Lingkungan Hidup, dan 

peraturan pelaksananya. Setiap norma menetapkan jenis perbuatan yang 

dilarang, sanksi yang berlaku, dan prosedur penegakan hukum.21 

e. Bersifat multidimensi 

Kajian hukum pidana nasional dapat dilakukan dari berbagai perspektif: 

1) Normatif: fokus pada teks hukum dan sanksi yang diatur. 

2) Sosiologis: fokus pada interaksi hukum dengan masyarakat dan tingkat 

kepatuhan masyarakat terhadap hukum. 

3) Kriminologis: fokus pada sebab-sebab tindak pidana dan upaya 

pencegahannya, termasuk tindak pidana lingkungan.
22

 

Dalam praktiknya, hukum pidana nasional menjadi landasan penting untuk 

menegakkan aturan, seperti larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan 

ikan. Dengan adanya hukum pidana nasional, negara dapat menegakkan prinsip 

kelestarian lingkungan, melindungi hak masyarakat pesisir, dan memastikan 

pemanfaatan sumber daya laut berlangsung secara berkelanjutan. 

                                                           
20

 Niken Aulia Rachmat and Universitas Negeri Semarang, “Hukum Pidana Lingkungan Di 

Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Environmental Criminal Law in Indonesia Based on Law Number 32 

of 2009 Concerning Environmental Protection and Management” 2, no. 2 (2022): 188–207. 
21

 Yordan Gunawan et al., “The Law Enforcement of Illegal Fishing in the Perspective of 

UNCLOS 1982 : The Case of Illegal Fishing in the North Natuna Sea” 10, no.3 (2022): 545–64, 

https://doi.org/10.15408/jch.v10i3.21770. 
22

 Mansur Armin et al., “Sumber Daya Perikanan Di Indonesia” 5, no. 1 (2021). 
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7. Maqasid Al Syari’ah 

Maqasid al-Syariah merupakan istilah yang merujuk pada tujuan atau maksud 

dari hukum Islam. Konsep ini menekankan bahwa setiap ketentuan hukum Islam 

tidak hanya bersifat normatif atau ritual semata, tetapi harus mampu mewujudkan 

kemaslahatan (maslahah) bagi manusia dan mencegah kemudaratan (mafsadah) 

dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dengan kata lain, hukum Islam memiliki 

tujuan yang jelas untuk menjagah keseimbangan, keadilan, dan keberlanjutan 

kehidupan manusia secara menyeluruh, baik dari aspek individu maupun sosial.
23

 

Para ulama klasik, seperti Al-Ghazali dan Al-Shāṭibī, merumuskan bahwa 

maqasid al-Syariah memiliki lima aspek pokok, yang dikenal sebagai al-dharuriyat 

al-khams. Kelima aspek ini meliputi: perlindungan agama (hifz al-din), perlindungan 

jiwa atau kehidupan (hifz al-nafs), perlindungan akal (hifz al-aql), perlindungan 

keturunan dan kehormatan keluarga (hifz al-nasl), serta perlindungan harta atau 

kekayaan (hifz al-mal). Setiap prinsip ini memiliki peran strategis dalam menjaga 

kehidupan manusia secara utuh, baik dari sisi spiritual, sosial, intelektual, maupun 

ekonomi, serta memastikan keberlangsungan generasi dan sumber daya alam.
24

 

Hifz al-din menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan praktik 

keagamaan dan keyakinan masyarakat agar tetap selaras dengan hukum dan nilai 

moral. Hifz al-nafs berfokus pada perlindungan kehidupan manusia dan makhluk 

hidup lainnya, termasuk keselamatan, kesehatan, dan keberlangsungan hidup secara 

                                                           
23

 Muhammad In and Nur Melinda Lestari, “Perilaku Konsumsi Dan Keberlanjutan Kehidupan 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam Berdasarkan Maqashid Syariah” 9, no. 02 (2023): 2259–63. 
24

 H Abdul Rahman and Ali Mutakin, “Fiqh Ekologi ; Upaya Merawat Lingkungan Hidup 

Berbasis Konsep Maqashid Syariah PENDAHULUAN Perubahan Iklim Yang Terjadi Belakangan Ini 

Merupakan Wujud Nyata Dari Gagalnya Model Pembangunan Global ( Global Development Models ). 

1 Pernyataan Ini Telah Disep” 1, no. December (2023): 107–26, 

https://doi.org/10.21093/mj.v12i2.331. 
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umum. Hifz al-aql menjaga kemampuan berpikir dan pendidikan, sehingga 

masyarakat mampu membedakan yang baik dan buruk serta tidak terjerumus dalam 

kerusakan moral atau intelektual. Hifz al-nasl menjamin stabilitas keluarga, 

kehormatan keturunan, dan kesinambungan generasi, sementara hifz al-mal berfungsi 

untuk melindungi harta dan sumber daya dari tindakan eksploitasi atau kerusakan 

yang merugikan masyarakat.
25

 

Dalam konteks modern, prinsip maqasid al-Syariah juga diperluas untuk 

mencakup perlindungan terhadap lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan 

keadilan sosial. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam digunakan sebagai 

kerangka normatif dan etis dalam menilai berbagai kebijakan, regulasi, maupun 

hukum positif, termasuk hukum pidana nasional dan hukum lingkungan. Hal ini 

menjadikan maqasid al-Syariah sebagai pedoman yang relevan untuk menilai 

manfaat dan dampak suatu peraturan terhadap kemaslahatan masyarakat dan 

keberlanjutan sumber daya alam.
26

 

Dalam perspektif maqasid al-Syariah, perlindungan terhadap lingkungan 

hidup dapat dikategorikan sebagai perpanjangan dari prinsip hifz al-nafs dan hifz al-

mal. Aktivitas yang merusak ekosistem laut, seperti penggunaan bahan peledak, 

bertentangan dengan tujuan syariah karena menimbulkan kerusakan pada kehidupan 

makhluk hidup dan mengurangi ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang. 

Oleh karena itu, hukum pidana nasional yang melarang praktik tersebut sejalan 

                                                           
25

 Muhamad Nurholis, “Islamic Law and Environmental Sustainability : Maqasid Al-Sharia ‟ s 

Perspective” 8, no. 3 (2025): 541–48, https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.413. 
26

 Ciptia Khoirulina Sanawati, “Pembangunan Berkelanjutan Melalui Green Economy 

Perspektif Maqashid Syariah” 4, no. 1 (2025). 
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dengan maqasid al-Syariah, yang menekankan pencegahan kemudaratan dan 

pemeliharaan kemaslahatan.
27

 

Selain aspek ekologis, maqasid al-Syariah juga memberikan pedoman untuk 

menilai keadilan sosial dalam penerapan hukum. Dalam konteks perikanan, 

masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut dapat menjadi korban 

praktik destruktif jika regulasi tidak ditegakkan dengan baik. Dengan mengacu pada 

prinsip maqasid, negara memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan 

terhadap masyarakat, memberikan pemulihan terhadap kerugian, dan menegakkan 

hukum secara adil. Hal ini menjadikan maqasid al-Syariah sebagai kerangka 

integratif yang menghubungkan norma agama, hukum positif, dan kesejahteraan 

sosial-ekologis.
28

 

Lebih jauh, maqasid al-Syariah juga menekankan pentingnya pendidikan dan 

kesadaran masyarakat dalam mendukung penerapan hukum. Edukasi tentang 

konservasi laut, larangan penggunaan bahan peledak, dan pentingnya keberlanjutan 

sumber daya alam merupakan bagian dari upaya menegakkan prinsip hifz al-aql dan 

hifz al-nafs. Dengan demikian, regulasi yang efektif tidak hanya mengandalkan 

sanksi pidana, tetapi juga penguatan kesadaran etis dan tanggung jawab kolektif, 

sehingga hukum menjadi instrumen yang mendukung kemaslahatan jangka panjang.
29

 

Dengan integrasi prinsip maqasid al-Syariah dalam hukum pidana nasional, 

khususnya terkait konservasi laut, pendekatan hukum tidak hanya bersifat represif, 

tetapi juga preventif dan edukatif. Hal ini menegaskan bahwa penerapan hukum yang 

                                                           
27

 Muhammad Tasrif, Agama Islam, and Negeri Ponorogo, “Maqashid Sharia ‟s Analysis of the 
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28
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berlandaskan maqasid al-Syariah dapat menghasilkan keseimbangan antara 

kepentingan manusia, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial, sehingga tujuan 

hukum Islam dan hukum nasional dapat tercapai secara optimal.
30

 

F. Tinjauan Penelitian Relevan 

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (sering disebut “bom 

ikan” atau “blast fishing”) merupakan salah satu praktik destructive fishing yang 

mendapat perhatian serius di Indonesia. Praktik tersebut tidak hanya membahayakan 

kelangsungan sumber daya perikanan, tetapi juga merusak ekosistem laut, termasuk 

terumbu karang dan biota laut lain. 
31

 

Pada tingkat hukum nasional, regulasi mengenai larangan penggunaan bahan 

peledak untuk penangkapan ikan telah diatur secara tegas. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh penulis dalam artikel “Penegakan Hukum Pidana bagi Pelaku 

Penggunaan Bahan Peledak pada Penangkapan Ikan di Indonesia”, penggunaan bahan 

peledak dalam penangkapan ikan dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 

Tahun 2009 (perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan), dan pelaku dapat dikenai sanksi pidana. Lebih jauh, pengaturan juga 

dapat merujuk pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata 

Api dan Bahan Peledak, terutama jika bahan peledak tersebut termasuk dalam 

kategori senjata atau bahan peledak yang dikontrol.
32

 

Dari aspek penegakan hukum, berbagai penelitian menunjukkan bahwa 

meskipun Regulasi telah ada, pelaksanaan penegakan hukum masih menemui banyak 

                                                           
30

 Suatu Pendekatan and Maqâsid Syarî, “Alquran Dan Konservasi Lingkungan (Suatu 

Pendekatan Maqâsid Al-Syarî‟ah)” 2 (2018): 1–28, https://doi.org/10.21043/fikrah.v2i1.552.1. 
31
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kendala. Sebagai contoh, penelitian di wilayah Taman Nasional Wakatobi 

menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap tindakan “fish bombing” 

masih kurang optimal, meskipun telah dilakukan tindakan preventif maupun represif. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas ini antara lain kelemahan pada aspek 

sarana prasarana, kurangnya kesadaran hukum di kalangan nelayan, serta faktor 

budaya lokal.
33

 

Studi empiris di sejumlah daerah juga mengungkap bahwa meskipun pelaku 

menyadari bahwa kegiatan mereka melanggar hukum, mereka tetap melakukannya, 

terutama didorong oleh tekanan ekonomi serta ketiadaan alternatif mata pencaharian. 

Misalnya, di Kabupaten Parigi Moutong ditemukan bahwa nelayan tetap melakukan 

pengeboman meskipun mengetahui risikonya baik risiko hukum maupun risiko 

terhadap keselamatan karena kebutuhan ekonomi dan ketergantungan pada hasil cepat 

dari bom ikan. Selain itu, dalam penelitian di kawasan konservasi laut seperti Taman 

Nasional Takabonerate (Kabupaten Kepulauan Selayar), ditemukan bahwa dampak 

bom ikan terhadap lingkungan dan masyarakat menjadi bahan evaluasi serius, 

terutama dalam rangka upaya konservasi dan perlindungan sumber daya laut.
34

 

Penelitian lain mengenai pelaksanaan kebijakan larangan bahan peledak 

menunjukkan bahwa implementasi di lapangan bisa berbeda-beda tergantung pada 

karakteristik lokal. Studi di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan misalnya, 

membahas bagaimana regulasi nasional diterjemahkan ke kebijakan lokal dan 
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bagaimana komunitas nelayan merespon, termasuk resistensi terhadap pengawasan 

eksternal dan konflik antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dengan konservasi 

jangka panjang.Dari aspek teori dan konseptual hukum, salah satu kajian normatif 

menegaskan bahwa pengaturan kriminalisasi penggunaan bahan peledak dalam 

perikanan adalah bagian dari semangat hukum Indonesia untuk melindungi ekosistem 

laut dan sumber daya perikanan dari praktik destruktif.
35

 

Meski demikian, literatur yang menggabungkan perspektif hukum positif dan 

perspektif nilai seperti konservasi lingkungan dan prinsip moral/etika relatif lebih 

sedikit. Dalam banyak penelitian hukum, fokus utama adalah pada aspek penegakan 

(enforcement), efek lingkungan (dampak), dan kebijakan. Misalnya, artikel di jurnal 

sektor hukum lebih banyak menyoroti bagaimana regulasi diundangkan dan sanksi 

diterapkan, serta tantangan implementasinya. Sementara kajian yang mendalami 

bagaimana praktek hukum pidana selaras dengan tujuan konservasi jangka panjang, 

dan bagaimana hal itu dapat dipahami dari perspektif nilai (etika, tanggung jawab 

sosial lingkungan, atau bahkan perspektif agama / syariah), masih sangat jarang ini 

menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang relevan untuk 

proposal Anda.
36

 

Penelitian terbaru di tahun 2024 2025 mulai mengarah ke upaya konkrit: 

misalnya studi tentang implementasi kebijakan larangan bahan peledak di tingkat 

kecamatan menunjukkan bahwa upaya regulasi secara top-down perlu didampingi 

dengan pendekatan sosial, edukasi, dan partisipasi komunitas lokal. Demikian pula 

penelitian di kawasan konservasi Takabonerate menggaris bawahi pentingnya 
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integrasi antara hukum pidana dan kebijakan konservasi lingkungan laut. Dengan 

demikian, literatur empiris dan normatif yang ada menyediakan pijakan untuk 

menjawab rumusan masalah Anda, yaitu penerapan larangan, analisis hukum pidana 

nasional, serta dampak kebutuhan konservasi. Tetapi, seperti disebutkan, belum 

banyak penelitian yang menggabungkan keseluruhan aspek tersebut dengan 

pendekatan nilai dan moral seperti perspektif syariah atau maqāṣid al-syarīʿah 

sehingga penelitian Anda memiliki potensi kontribusi orisinal.
37

 

G. Landasan Teori  

1. Teori Penegakan Hukum  

Teori penegakan hukum merupakan suatu konsep yang menjelaskan 

bagaimana hukum dapat dilaksanakan secara efektif dalam kehidupan masyarakat 

untuk mencapai tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam 

konteks penelitian mengenai penegakan hukum terhadap larangan penggunaan bahan 

peledak dalam penangkapan ikan, teori penegakan hukum menjadi landasan penting 

untuk menganalisis efektivitas penerapan aturan pidana terhadap pelaku destructive 

fishing yang merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya 

perikanan. Penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai penerapan sanksi pidana 

semata, tetapi juga mencakup proses pengawasan, pencegahan, pembinaan 

masyarakat, serta kesadaran hukum masyarakat pesisir terhadap pentingnya menjaga 

kelestarian lingkungan laut.38 

                                                           
37

 zahratul taufik and ika yuliana susilawati, “praktik destructive fishing dalam perspektif 

hukum pidana indonesia [ Destructive Fishing Practices In The Perspective Of Indonesian Criminal 

Law ],” 2025, 754–59. 
38

 How Sociology, Abraham Abraham, and Universitas Negeri Semarang, “How Sociology 

Perspective Influence Law with a Social Contexts ? A Book Review „ Pokok - Pokok Sosiologi Hukum 

‟, Prof Dr Soerjono Soekanto SH MA , Rajawali Pers , 269 Pages , ISBN 979-421-131-1” 3, no. 2 

(2021): 251–56. 



23 

 

 

Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor 

hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor 

masyarakat, dan faktor budaya hukum. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan 

penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-

undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum, kesadaran 

masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang di lingkungan sosial. Dalam kasus 

penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan, lemahnya pengawasan aparat, 

rendahnya kesadaran masyarakat nelayan, serta faktor ekonomi sering menjadi 

penyebab masih terjadinya tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum 

harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan represif dan preventif agar 

tujuan hukum dapat tercapai secara optimal.39  

Dalam perspektif hukum pidana nasional, penggunaan bahan peledak dalam 

penangkapan ikan termasuk kejahatan lingkungan yang memiliki dampak luas 

terhadap kepentingan publik. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap pelaku 

harus dilakukan secara tegas melalui penerapan sanksi pidana, pengawasan wilayah 

perairan, serta koordinasi antar aparat penegak hukum seperti kepolisian, TNI AL, 

dan penyidik perikanan. Akan tetapi, dalam praktiknya penegakan hukum sering 

menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sarana pengawasan laut, 

minimnya personel aparat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat nelayan, dan 

faktor ekonomi masyarakat pesisir. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas 

penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada 

kemampuan negara dalam membangun budaya hukum dan kesejahteraan masyarakat.  
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Teori penegakan hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis 

sejauh mana efektivitas penerapan hukum pidana nasional terhadap larangan 

penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan, sekaligus menilai 

kesesuaiannya dengan nilai-nilai maqashid syariah.40 Penelitian ini penting dilakukan 

karena destructive fishing tidak hanya merupakan pelanggaran hukum pidana, tetapi 

juga bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan dan kemaslahatan umat 

dalam hukum Islam. Oleh sebab itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas, 

konsisten, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan laut agar tercipta 

keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan keberlanjutan sumber daya 

alam. 

2. Teori Perlindungan Hukum  

Teori Perlindungan Hukum merupakan salah satu kerangka konseptual paling 

penting dalam kajian ilmu hukum modern karena menempatkan hukum sebagai 

instrumen negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara serta 

melindungi kepentingan publik dari segala bentuk ancaman maupun pelanggaran. 

Dalam konteks perkembangan hukum kontemporer, teori ini menekankan bahwa 

keberadaan aturan hukum tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi harus mampu 

memberikan perlindungan nyata melalui mekanisme yang terstruktur, baik dalam 

bentuk pencegahan maupun penindakan.41  
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Literatur hukum mutakhir menunjukkan bahwa perlindungan hukum memiliki 

dua dimensi utama, yaitu perlindungan preventif, yang berfungsi mencegah terjadinya 

pelanggaran melalui regulasi, sistem pengawasan, dan penyuluhan; serta 

perlindungan represif, yang hadir setelah pelanggaran terjadi dalam bentuk sanksi 

pidana, administratif, maupun pemulihan bagi pihak yang dirugikan. Model 

perlindungan ini tercermin dalam berbagai kebijakan negara, termasuk dalam 

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.42 

Sejumlah kajian hukum terkini turut menegaskan bahwa teori perlindungan 

hukum memiliki relevansi tinggi dalam isu-isu lingkungan dan perikanan, terutama 

ketika menghadapi praktik-praktik destruktif yang membahayakan keberlanjutan 

ekosistem, seperti penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan. Penelitian 

Dewi menunjukkan bahwa kerangka perlindungan hukum di sektor perikanan 

memerlukan integrasi antara penguatan regulasi dan efektivitas penegakan hukum 

agar mampu mencegah kerusakan terumbu karang dan hilangnya keanekaragaman 

hayati laut.43 

Teori perlindungan hukum tidak hanya memberikan dasar teoretis untuk 

memahami struktur regulasi, tetapi juga kerangka untuk mengevaluasi praktik 

penegakan hukum terkait larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan 

ikan. Dalam konteks analisis akademik, teori ini memungkinkan peneliti menilai 

kesesuaian antara norma hukum, implementasi kebijakan, kondisi sosial-ekonomi 

nelayan, serta kebutuhan penguatan tata kelola lingkungan laut. Keterkaitan antara 
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teori, regulasi, dan kondisi empiris inilah yang menjadikan Teori Perlindungan 

Hukum sangat relevan sebagai pisau analisis dalam penelitian tentang konservasi 

lingkungan laut dan penegakan hukum perikanan di Indonesia.44  

3. Teori Maqasid al-Syariah 

Maqāṣid al-Syariʿah merupakan kerangka normatif-filosofis dalam hukum 

Islam yang menitikberatkan bahwa syariʿah tidak semata-mata kumpulan aturan 

tekstual, melainkan memiliki tujuan dasar (maqāṣid/maqāṣid) yang hendak 

diwujudkan untuk kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Konsep ini dirumuskan 

lebih sistematis oleh para ulama klasik dan kemudian dikembangkan dalam 

pemikiran kontemporer sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menyikapi 

persoalan modern.45  

Dalam literatur, Maqāṣid al-Syariʿah biasanya diringkas ke dalam lima tujuan 

pokok perlindungan terhadap agama (ḥifẓ ad-dīn), jiwa/kehidupan (ḥifẓ an-nafs), akal 

(ḥifẓ al-ʿaql), keturunan (ḥifẓ an-naṣl), dan harta/materi (ḥifẓ al-māl) yang dikenal 

sebagai al-kulliyyāt al-khamsah. Kerangka ini menjadikan syariʿah sebagai sarana 

untuk melindungi dan menjamin keberlanjutan hak-hak dasar manusia baik dalam 

aspek spiritual, sosial, ekonomi, maupun ekologis bukan hanya untuk kepentingan 

individu, tetapi kemaslahatan masyarakat luas.46  

Lebih dari itu, Maqāṣid juga dipahami sebagai metodologi ijtihād dalam 

menghadapi dinamika zaman. Pemikir modern, seperti mereka yang dikaji dalam 

studi kontemporer, menegaskan bahwa maqāṣid harus diterjemahkan secara 
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kontekstual agar hukum Islam tetap relevan terhadap tantangan zaman termasuk 

persoalan sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, interpretasi 

syariʿah tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap perubahan zaman tanpa 

mengabaikan tujuan asasnya: menegakkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan47 

Dalam konteks isu kontemporer seperti pembangunan berkelanjutan, ekonomi 

hijau, atau pelestarian lingkungan, Maqāṣid al-Syariʿah telah dianggap relevan dan 

mendasar sebagai landasan normatif. Misalnya, dalam studi tentang green economy 

dan sustainability, maqāṣid dipakai untuk menegaskan bahwa menjaga lingkungan 

adalah bagian dari upaya melindungi harta, keturunan, dan kehidupan serta 

kesejahteraan manusia secara kolektif. Dengan demikian, Maqāṣid al-Syariʿah bukan 

sekadar teori hukum klasik, melainkan alat analisis normatif dan moral-filosofis yang 

fleksibel dan adaptif memungkinkan hukum Islam merespon tantangan zaman sambil 

tetap mempertahankan tujuan utama: kemaslahatan umat dan pelestarian kehidupan 

dalam berbagai dimensinya. 

H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pustaka (library 

research) dengan jenis pendekatan perundang-undangan (statute approach). 

Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada karakter penelitian yang bersifat yuridis 

normatif, yakni mengkaji norma hukum yang berlaku serta konsep maqāṣid al-

syarī„ah terkait larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan. 

Pendekatan pustaka digunakan untuk menelaah secara sistematis berbagai bahan 

hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder, guna memperoleh landasan 
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teoritis yang komprehensif dan relevan. Sementara itu, pendekatan perundang-

undangan digunakan untuk menganalisis secara mendalam berbagai regulasi yang 

berkaitan dengan objek penelitian, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, sehingga dapat 

diketahui bentuk pengaturan, konstruksi sanksi, serta efektivitas norma hukum dalam 

mendukung konservasi lingkungan laut. Dengan demikian, penggunaan kedua 

pendekatan ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif, baik 

secara yuridis maupun konseptual, serta memperkuat integrasi antara hukum pidana 

nasional dan prinsip maqāṣid al-syarī„ah dalam penelitian ini. 

2. Fokus Penelitian 

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini yaitu Penegakan 

Hukum Laut terhadap Larangan Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan ikan 

Analisis Hukum Pidana Nasional dan Maqasid Syariah. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research). Menurut Peter Mahmud 

Marzuki, dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan disebut sebagai 

bahan hukum, yang terdiri dari:48 

a.  Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum yang bersifat otoritatif atau memiliki kekuatan mengikat, 

antara lain: 
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1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009. Ini undang-undang utama (lex specialis) 

dalam kasus bom ikan. Pengaturan penting: 

a) Pasal 8 ayat (1). Melarang setiap orang melakukan penangkapan ikan 

dengan bahan peledak, racun, atau alat yang merusak lingkungan. 

b) Pasal 84 ayat (1). Pelaku dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan 

denda maksimal Rp1,2 miliar. 

2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). UU ini melihat bom ikan sebagai 

kejahatan lingkungan. Pengaturan penting: 

a) Pasal 69 ayat (1) huruf a. Melarang setiap orang melakukan perbuatan 

yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup. 

b) Pasal 98 & 99. Mengatur pidana lingkungan jika perbuatan 

menimbulkan kerusakan serius. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum pidana, hukum 

lingkungan, serta literatur yang berkaitan dengan konsep maqasid syariah. 

Selain itu, jurnal ilmiah juga digunakan untuk memperkuat analisis 

mengenai konservasi lingkungan laut dan larangan penggunaan bahan 

peledak dalam penangkapan ikan. Bahan hukum sekunder ini berfungsi 
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untuk memberikan interpretasi, pandangan para ahli, serta hasil penelitian 

terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji.49 

c. Bahan Hukum Tersier 

Merupakan bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber-sumber lain 

yang membantu peneliti dalam memahami istilah dan konsep yang 

digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, seluruh bahan hukum 

tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara 

menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta 

dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan konservasi lingkungan laut 

dan larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan.50 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan primer 

dan sekunder yang berkaitan dengan masalah hukum yang terdapat di 

penelitian ini, dan selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan teori-teori 

yang dijadikan sebagai pedoman. Penulis juga mengutip dan mempelajari 

peraturan perundang-undangan dan ayat Al-Qur‟an yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 
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b. Internet  

Pengumpulan bahan hukum dengan cara mengakses website resmi seperti 

jurnal yang telah dipublikasi yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat 

dalam penelitian ini.51 

5. Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara 

mengkritik, mengomentari atau mendukung lalu dibuatkan suatu kesimpulan terhadap 

hasil penelitian dengan pendapat dan pikiran peneliti dan dibantu dengan kajian 

pustaka, metode yang digunakan yaitu metode analisis yang bertujuan memberikan 

penilaian mengenai permasalahan yang diteliti apakah benar atau salah apa yang 

seharusnya menurut hukum. 
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BAB II 
 

TANTANGAN PENEGAK HUKUM PIDANA MENGENAI 

LARANGAN PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM 

PENANGKAPAN IKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN 
Dalam penelitian hukum normatif, peraturan perundang-undangan merupakan 

sumber data hukum primer yang menjadi dasar untuk mengetahui bagaimana negara 

mengatur larangan penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan. 

Oleh karena itu, sebelum menganalisis tantangan penegakan hukumnya, terlebih 

dahulu perlu dipahami norma hukum yang mengatur larangan tersebut. Larangan 

penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan diatur secara tegas 

dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo 

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang menyatakan bahwa setiap orang 

dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara 

yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan 

lingkungannya. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat dengan Pasal 84 ayat (1) yang 

mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan 

penangkapan ikan menggunakan bahan peledak.52 

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pembentuk undang-

undang telah memberikan perlindungan hukum terhadap sumber daya ikan melalui 

dua bentuk pengaturan, yaitu norma larangan dalam Pasal 8 dan norma sanksi pidana 

dalam Pasal 84. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan bahan 

peledak dipandang sebagai tindak pidana yang tidak hanya merugikan hasil 

perikanan, tetapi juga mengancam kelestarian ekosistem laut. Secara normatif, 

pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar 

hukum yang memadai untuk menindak pelaku destructive fishing. Dengan demikian, 
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apabila praktik penggunaan bahan peledak masih terus terjadi, maka persoalannya 

bukan terletak pada kekosongan hukum, melainkan pada implementasi dan efektivitas 

penegakan hukum terhadap ketentuan tersebut. Oleh karena itu, untuk mengetahui 

letak tantangan penegakan hukumnya, perlu dianalisis bagaimana ketentuan tersebut 

diterapkan dalam praktik melalui putusan pengadilan.53 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, dapat disimpulkan bahwa 

Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas mengenai larangan penggunaan 

bahan peledak dalam penangkapan ikan. Dengan demikian, tantangan penegakan 

hukum pidana tidak terletak pada substansi hukumnya, tetapi pada penerapan norma 

tersebut dalam praktik.54 

Penegakan hukum terhadap larangan penggunaan bahan peledak dalam 

penangkapan ikan tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-

undangan. Penegakan hukum juga sangat ditentukan oleh aparat dan pihak yang 

terlibat dalam sistem peradilan pidana. Dalam perkara penggunaan bahan peledak 

untuk menangkap ikan, terdapat beberapa pihak yang memiliki peran penting, yaitu 

kepolisian, TNI Angkatan Laut, kejaksaan, hakim, dan advokat. Masing-masing 

memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling berhubungan dalam proses penegakan 

hukum pidana. 

Larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan secara khusus 

telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. 

Ketentuan tersebut melarang setiap orang melakukan penangkapan ikan dengan 
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menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, atau bangunan 

yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan 

lingkungannya. Selanjutnya, Pasal 84 ayat (1) memberikan ancaman pidana penjara 

paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 terhadap 

pelaku yang dengan sengaja menggunakan bahan peledak dalam kegiatan 

penangkapan ikan.55 

Menurut penulis, keberadaan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dari sisi 

substansi hukum sebenarnya negara telah memberikan dasar hukum yang jelas. 

Permasalahan utama justru terletak pada kemampuan aparat penegak hukum dalam 

menerapkan ketentuan tersebut terhadap tindak pidana yang dilakukan di wilayah 

laut. Karakter tindak pidana penggunaan bahan peledak berbeda dengan tindak pidana 

yang terjadi di daratan. Lokasi kejadian berada di wilayah perairan, pelaku dapat 

berpindah dengan menggunakan kapal, barang bukti dapat tenggelam atau dibuang ke 

laut, dan kerusakan yang ditimbulkan tidak selalu dapat dilihat secara langsung. 

Kondisi tersebut menimbulkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. 

1. Tantangan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggunaan Baha Peledak 

Kepolisian memiliki peran penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan 

tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan. Dalam Undang-

Undang Perikanan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah 

satu penyidik yang diberikan kewenangan untuk menangani tindak pidana di bidang 

perikanan. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut menghadapi tantangan yang 

cukup besar. 

Tantangan pertama adalah luasnya wilayah perairan Indonesia. Kepolisian, 

khususnya Polisi Perairan dan Udara, tidak mungkin melakukan pengawasan secara 

terus-menerus terhadap seluruh wilayah laut. Penggunaan bom ikan juga dapat 

dilakukan dalam waktu yang singkat. Pelaku hanya membutuhkan waktu tertentu 

untuk meledakkan bahan peledak, mengambil ikan yang mati atau mengapung, 
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kemudian meninggalkan lokasi. Akibatnya, aparat sering memperoleh informasi 

setelah ledakan terjadi.56 

Tantangan kedua berkaitan dengan pembuktian. Polisi tidak cukup hanya 

menemukan ikan hasil tangkapan untuk menyatakan seseorang telah menggunakan 

bahan peledak. Penyidik harus menemukan hubungan antara pelaku, bahan peledak, 

kapal, lokasi kejadian, dan kegiatan penangkapan ikan. Barang bukti berupa botol 

bom, detonator, sumbu, atau bahan kimia juga memerlukan pemeriksaan 

laboratorium forensik. Dengan demikian, penyidikan perkara penggunaan bahan 

peledak membutuhkan kemampuan teknis dan pembuktian ilmiah. 

Apabila dikaitkan dengan KUHP nasional yang baru, yaitu Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penggunaan 

bahan peledak juga memiliki hubungan dengan Pasal 306. Pasal tersebut pada 

dasarnya mengatur perbuatan tanpa hak membuat, menerima, memperoleh, 

menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau 

mempergunakan bahan peledak. Perbuatan tersebut dapat dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 15 tahun.57 

Menurut penulis, ketentuan Pasal 306 KUHP baru dapat memperkuat cara pandang 

penyidik dalam menangani penggunaan bom ikan. Penyidikan seharusnya tidak 

hanya diarahkan pada tindakan menangkap ikan, tetapi juga menelusuri dari mana 

bahan peledak diperoleh, siapa yang membuat, siapa yang menyimpan, dan siapa 

yang mendistribusikannya. Tantangan kepolisian adalah membongkar rangkaian 

tindak pidana tersebut dan tidak hanya berhenti pada nelayan yang tertangkap 

menggunakan bom ikan di laut. 

2. Tantangan TNI Angkatan Laut dalam Pengawasan dan Penyidikan di Wilayah 

Perairan 
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TNI Angkatan Laut mempunyai kedudukan penting dalam penegakan hukum 

tindak pidana perikanan. Berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Perikanan, 

penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, dan penyidik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam konteks tindak 

pidana perikanan, Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut mempunyai kewenangan 

yang diberikan secara khusus oleh undang-undang.58 

Tantangan yang dihadapi TNI Angkatan Laut adalah luasnya wilayah operasi dan 

sulitnya mendeteksi penggunaan bahan peledak secara langsung. Pelaku bom ikan 

pada umumnya menggunakan kapal berukuran kecil dan mengetahui kondisi 

geografis wilayah perairan. Pelaku juga dapat melakukan kegiatan pada lokasi yang 

jauh dari jalur patroli. Hal ini menyebabkan patroli laut belum selalu mampu 

menemukan pelaku pada saat tindak pidana sedang dilakukan. 

Selain itu, terdapat tantangan koordinasi kewenangan antara TNI Angkatan Laut, 

kepolisian, dan PPNS Perikanan. Adanya beberapa lembaga yang memiliki 

kewenangan penyidikan seharusnya menjadi kekuatan dalam penegakan hukum. 

Namun, apabila koordinasi tidak berjalan dengan baik, dapat terjadi keterlambatan 

pertukaran informasi dan penanganan barang bukti.59 

Dalam hubungannya dengan hukum pidana nasional, Pasal 308 KUHP baru juga 

penting diperhatikan. Pasal tersebut mengatur perbuatan yang mengakibatkan ledakan 

sehingga membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang. Ancaman 

pidananya paling lama 9 tahun. Jika mengakibatkan luka berat, ancaman pidananya 
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paling lama 12 tahun, sedangkan jika mengakibatkan kematian dapat dipidana paling 

lama 15 tahun.60 

Penggunaan bom ikan pada dasarnya menghasilkan ledakan di wilayah perairan. 

Oleh karena itu, apabila ledakan tersebut membahayakan orang atau barang, aparat 

perlu melihat akibat konkret yang ditimbulkan. Menurut penulis, tantangan TNI 

Angkatan Laut bukan hanya melakukan patroli, tetapi juga mendokumentasikan 

lokasi ledakan, mengamankan barang bukti, dan memastikan akibat ledakan dapat 

dibuktikan dalam proses hukum. 

3. Tantangan Jaksa dalam Melakukan Penuntutan 

Jaksa mempunyai peran dalam membawa hasil penyidikan ke tahap penuntutan. 

Tantangan jaksa dalam perkara penggunaan bahan peledak terletak pada penyusunan 

dakwaan dan pembuktian unsur tindak pidana. Jaksa harus menentukan ketentuan 

pidana yang paling tepat berdasarkan fakta dan alat bukti yang terdapat dalam berkas 

perkara. 

Dalam perkara bom ikan, Undang-Undang Perikanan merupakan ketentuan yang 

secara khusus mengatur penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan. Oleh 

karena itu, Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Perikanan tetap menjadi dasar utama 

dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa 

ketentuan hukum yang bersifat khusus didahulukan terhadap ketentuan yang bersifat 

umum.61 

Namun, menurut penulis, jaksa juga perlu melihat hubungan perbuatan pelaku 

dengan ketentuan hukum pidana nasional. Apabila fakta perkara menunjukkan 

adanya penguasaan, penyimpanan, pembuatan, atau penggunaan bahan peledak 

secara tanpa hak, Pasal 306 KUHP baru menjadi penting untuk dianalisis. Demikian 
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pula apabila ledakan mengakibatkan bahaya terhadap orang atau barang, akibat 

tersebut perlu dianalisis berdasarkan Pasal 308 KUHP baru. 

Tantangan jaksa adalah menyusun konstruksi perkara secara lengkap. Penuntutan 

jangan hanya menggambarkan bahwa terdakwa menangkap ikan menggunakan bom, 

tetapi juga harus menjelaskan akibat perbuatannya terhadap keamanan, keselamatan 

manusia, dan lingkungan laut. Dalam pandangan penulis, kerusakan terumbu karang 

dan kematian biota laut harus dijelaskan melalui keterangan ahli agar hakim 

memperoleh gambaran mengenai besarnya akibat tindak pidana.62 

4. Tantangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 

Hakim merupakan pihak yang menentukan terbukti atau tidaknya tindak pidana 

berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Dalam perkara penggunaan 

bahan peledak untuk menangkap ikan, tantangan hakim adalah menilai perbuatan 

pelaku secara menyeluruh dan tidak hanya melihat jumlah ikan yang berhasil 

ditangkap. Penggunaan bahan peledak mempunyai dampak yang lebih luas daripada 

hasil tangkapan yang diperoleh pelaku. Satu ledakan dapat merusak terumbu karang, 

membunuh ikan yang bukan menjadi target tangkapan, serta merusak habitat ikan. 

Kerusakan tersebut dapat berlangsung dalam jangka panjang. Oleh karena itu, hakim 

perlu mempertimbangkan akibat ekologis sebagai keadaan yang memberatkan dalam 

menjatuhkan pidana.63 

Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Perikanan memberikan ancaman pidana 

penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00. 

Sementara itu, KUHP baru melalui Pasal 306 memberikan ancaman pidana paling 

lama 15 tahun terhadap penguasaan atau penggunaan bahan peledak secara tanpa hak. 

Pasal 308 juga memberikan ancaman pidana paling lama 9 tahun terhadap perbuatan 
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yang mengakibatkan ledakan dan membahayakan keamanan umum, 12 tahun apabila 

mengakibatkan luka berat, serta 15 tahun apabila mengakibatkan kematian.64 

Menurut penulis, tantangan hakim terletak pada kemampuan menempatkan 

Undang-Undang Perikanan sebagai hukum pidana khusus dan KUHP sebagai bagian 

dari sistem hukum pidana nasional. Hakim harus tetap berpedoman pada surat 

dakwaan dan fakta persidangan. Akan tetapi, pertimbangan hakim perlu menunjukkan 

bahwa penggunaan bahan peledak bukan tindak pidana ringan karena akibatnya 

menyentuh kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan laut. 

Selain itu, tantangan lainnya adalah orientasi pemidanaan yang masih dominan 

pada pidana penjara dan denda. Padahal, kerusakan lingkungan laut yang telah terjadi 

tidak secara langsung pulih setelah pelaku menjalani pidana. Oleh karena itu, menurut 

penulis, putusan dalam perkara penggunaan bahan peledak perlu lebih 

memperhatikan tujuan perlindungan lingkungan dan pencegahan agar tindak pidana 

yang sama tidak terus berulang. 

5. Tantangan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum 

Advokat merupakan bagian penting dalam proses penegakan hukum karena 

berperan memberikan bantuan hukum dan memastikan hak tersangka atau terdakwa 

tetap dilindungi. Dalam perkara penggunaan bahan peledak, advokat menghadapi 

tantangan untuk memberikan pembelaan hukum tanpa menghilangkan fakta 

mengenai dampak serius perbuatan terhadap lingkungan laut.65 

Sebagian pelaku penggunaan bom ikan berasal dari masyarakat nelayan yang 

memiliki keterbatasan ekonomi dan pengetahuan hukum. Faktor ekonomi sering 

dijadikan alasan karena penggunaan bahan peledak dianggap mampu memberikan 
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hasil tangkapan dalam waktu cepat. Namun, faktor ekonomi tidak secara otomatis 

menghapus pertanggungjawaban pidana.66 

Tantangan advokat adalah menempatkan faktor sosial dan ekonomi pelaku 

sebagai bagian dari pembelaan secara proporsional. Advokat dapat meminta hakim 

mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa, tingkat keterlibatan terdakwa, dan 

apakah terdakwa hanya sebagai pekerja atau justru menjadi pembuat serta pemasok 

bahan peledak. Hal tersebut penting karena dalam praktik penggunaan bom ikan 

dapat melibatkan beberapa pihak dengan peran yang berbeda. 

Apabila dikaitkan dengan Pasal 306 KUHP baru, perbedaan peran pelaku menjadi 

penting karena pasal tersebut mencakup berbagai bentuk perbuatan terhadap bahan 

peledak, mulai dari membuat, menerima, memperoleh, membawa, memiliki, 

menyimpan sampai mempergunakan bahan peledak secara tanpa hak. Ancaman 

pidananya paling lama 15 tahun. Oleh karena itu, advokat dituntut memahami unsur 

perbuatan yang benar-benar dilakukan oleh terdakwa agar pertanggungjawaban 

pidana tidak dibebankan secara berlebihan dan tetap sesuai dengan kesalahan 

pelaku.67 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tantangan penegakan hukum 

pidana terhadap larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan tidak 

hanya berkaitan dengan luasnya wilayah laut dan keterbatasan sarana patroli. 

Tantangan juga terdapat pada setiap tahap sistem peradilan pidana. Kepolisian 

menghadapi kesulitan dalam deteksi dan pembuktian, TNI Angkatan Laut 

menghadapi luasnya wilayah pengawasan dan kebutuhan koordinasi penyidikan, 

jaksa menghadapi tantangan dalam membangun konstruksi dakwaan dan pembuktian 

akibat tindak pidana, hakim menghadapi tantangan dalam menilai akibat ekologis 

sebagai bagian dari pertimbangan pemidanaan, sedangkan advokat menghadapi 
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tantangan dalam memberikan pembelaan yang tetap menjamin hak terdakwa tanpa 

mengabaikan kepentingan perlindungan lingkungan. 

Jika dikaitkan dengan judul penelitian “Penegakan Hukum terhadap Larangan 

Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan: Analisis Hukum Pidana 

Nasional dan Maqāṣid al-Syarī„ah”, maka penegakan hukum terhadap bom ikan harus 

dipahami sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana nasional. Undang-

Undang Perikanan berfungsi sebagai hukum pidana khusus yang secara langsung 

melarang penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan, sedangkan KUHP 

baru memberikan kerangka hukum pidana nasional terhadap bahaya bahan peledak 

dan akibat ledakan. 

Menurut penulis, hubungan antara Undang-Undang Perikanan dan KUHP baru 

menunjukkan bahwa penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan bukan 

hanya pelanggaran terhadap tata kelola perikanan. Perbuatan tersebut memiliki 

dimensi tindak pidana yang membahayakan keamanan umum dan merusak 

kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, tantangan utama aparat penegak hukum 

adalah membangun penegakan hukum yang terkoordinasi, mampu membuktikan 

tindak pidana secara ilmiah, menelusuri peredaran bahan peledak, dan memberikan 

perlindungan terhadap lingkungan laut sebagai kepentingan hukum yang harus dijaga 

oleh negara. 

Berdasarkan uraian mengenai kepolisian, TNI Angkatan Laut, kejaksaan, hakim, 

dan advokat, penulis melihat bahwa tantangan penegakan hukum terhadap 

penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan tidak dapat dipisahkan dari 

perkembangan hukum pidana nasional. Hukum pidana nasional tidak hanya 

membicarakan mengenai jenis perbuatan yang dapat dipidana, tetapi juga mengatur 

bagaimana negara menjalankan proses penegakan hukum mulai dari tahap 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, sampai pada 

pelaksanaan tujuan pemidanaan. 

Dalam konteks penelitian ini, Undang-Undang Perikanan merupakan hukum 

pidana khusus karena secara langsung mengatur perbuatan penggunaan bahan 
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peledak dalam kegiatan penangkapan ikan. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 45 Tahun 2009 melarang penggunaan bahan peledak yang dapat merugikan 

atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Larangan 

tersebut diperkuat melalui Pasal 84 ayat (1) yang memberikan ancaman pidana 

penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00.68 

Apabila dilihat dari substansi hukum, ketentuan tersebut sebenarnya telah 

memberikan dasar yang cukup kepada aparat penegak hukum. Artinya, penggunaan 

bahan peledak untuk menangkap ikan telah dirumuskan sebagai perbuatan yang 

dilarang dan disertai ancaman pidana. Oleh karena itu, menurut penulis, tantangan 

penegakan hukum bukan terletak pada tidak adanya aturan, tetapi lebih banyak 

ditemukan pada proses pelaksanaan aturan tersebut. 

Menurut penulis, keadaan tersebut menjadi tantangan bagi kepolisian sebagai 

penyidik. Semakin berkembangnya hukum pidana nasional, proses pembuktian tindak 

pidana juga menuntut profesionalitas aparat. Penanganan perkara penggunaan bahan 

peledak tidak dapat hanya didasarkan pada pengakuan tersangka. Barang bukti harus 

diperiksa, saksi harus dimintai keterangan, dan apabila diperlukan harus melibatkan 

ahli untuk menjelaskan sifat bahan peledak serta akibat yang ditimbulkan terhadap 

lingkungan laut. 

Tantangan tersebut juga berhubungan dengan ketentuan Pasal 306 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 

306 mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, 

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai 

persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, 
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atau mengeluarkan bahan peledak dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 

15 tahun.69 

Apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan penggunaan bom ikan, maka 

terdapat hubungan antara proses penangkapan ikan dengan penguasaan bahan 

peledak. Sebelum bahan peledak digunakan di laut, pelaku pada dasarnya terlebih 

dahulu memperoleh, memiliki, membawa, menyimpan, atau bahkan membuat bahan 

peledak. Dengan demikian, tindak pidana penggunaan bom ikan sebenarnya memiliki 

rangkaian perbuatan yang dapat terjadi sebelum pelaku melakukan penangkapan ikan. 

Menurut penulis, kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian aparat penegak 

hukum. Penegakan hukum jangan hanya berorientasi pada penangkapan nelayan 

setelah bom ikan diledakkan. Kepolisian dan aparat penyidik perlu mengembangkan 

penyidikan untuk mengetahui sumber bahan peledak. Apabila pelaku merakit sendiri 

bahan peledak, perlu diketahui dari mana bahan bakunya diperoleh. Apabila bahan 

tersebut diperoleh dari pihak lain, perlu ditelusuri siapa pihak yang menyediakan atau 

menyerahkannya. 

Di sinilah tantangan kepolisian menjadi lebih luas. Polisi tidak hanya dituntut 

membuktikan perbuatan menangkap ikan dengan bahan peledak sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Perikanan, tetapi juga perlu melihat kemungkinan adanya 

jaringan peredaran bahan peledak. Menurut penulis, penelusuran terhadap sumber 

bahan peledak merupakan bagian penting dari upaya pencegahan. Selama bahan baku 

atau bahan peledak masih mudah diperoleh oleh pelaku, maka penggunaan bom ikan 

akan sulit dihentikan sepenuhnya.70 

Selanjutnya, tantangan TNI Angkatan Laut berkaitan dengan karakter wilayah 

laut sebagai tempat terjadinya tindak pidana. Berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang 
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Perikanan, penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI Angkatan Laut, dan Pejabat Polisi 

Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum 

pidana perikanan melibatkan beberapa penyidik yang diberikan kewenangan oleh 

undang-undang. 

Keterlibatan TNI Angkatan Laut menjadi penting karena penggunaan bahan 

peledak dilakukan di wilayah perairan. Namun, luasnya wilayah laut Indonesia 

menyebabkan pengawasan tidak mudah dilakukan secara menyeluruh. Pelaku dapat 

menggunakan kapal kecil dan melakukan pengeboman pada lokasi yang jauh dari 

pusat pengawasan. Setelah melakukan ledakan, pelaku dapat segera meninggalkan 

lokasi. Akibatnya, aparat sering melakukan tindakan setelah memperoleh informasi 

dari masyarakat.71 

Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan TNI Angkatan 

Laut terletak pada kemampuan pengawasan dan deteksi dini. Penegakan hukum yang 

hanya dilakukan setelah ledakan terjadi belum sepenuhnya mampu mencegah 

kerusakan lingkungan. Ketika bom telah diledakkan, terumbu karang dan biota laut 

telah mengalami kerusakan. Walaupun pelaku kemudian ditangkap dan dipidana, 

kerusakan lingkungan yang telah terjadi tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. 

Oleh karena itu, pengawasan laut harus diarahkan pada upaya preventif. Patroli 

dan pertukaran informasi antara TNI Angkatan Laut, Kepolisian Perairan, dan 

pengawas perikanan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Menurut penulis, 

koordinasi tersebut penting karena masing-masing lembaga memiliki kemampuan 

dan kewenangan yang berbeda. Apabila informasi mengenai dugaan penggunaan 
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bahan peledak dapat disampaikan dengan cepat, aparat dapat melakukan tindakan 

sebelum pelaku melakukan pengeboman.72 

Tantangan berikutnya terdapat pada kejaksaan. Jaksa mempunyai tanggung jawab 

untuk membuktikan dakwaan di persidangan. Dalam perkara penggunaan bahan 

peledak, jaksa harus mampu menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi 

unsur tindak pidana yang didakwakan. Apabila dakwaan menggunakan Pasal 84 ayat 

(1) Undang-Undang Perikanan, maka jaksa harus membuktikan adanya unsur 

kesengajaan dan penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan. 

Kesulitan dapat muncul apabila barang bukti tidak ditemukan secara lengkap. 

Bahan peledak dapat habis setelah digunakan atau sisa bahan peledak dapat dibuang 

ke laut. Selain itu, tindak pidana dapat terjadi di wilayah perairan yang jauh dari 

masyarakat sehingga jumlah saksi terbatas. Kondisi ini menyebabkan jaksa sangat 

bergantung pada kualitas hasil penyidikan.73 

Menurut penulis, hubungan antara penyidik dan jaksa menjadi penting sejak tahap 

awal penanganan perkara. Kekurangan alat bukti dalam berkas perkara dapat 

memengaruhi proses penuntutan. Oleh karena itu, tantangan jaksa bukan hanya 

membacakan surat dakwaan di pengadilan, tetapi juga membangun konstruksi hukum 

yang dapat menjelaskan hubungan antara terdakwa, bahan peledak, dan kegiatan 

penangkapan ikan. 

Dalam perkembangan KUHP Nasional, Pasal 308 juga dapat menjadi bahan 

analisis terhadap akibat ledakan. Ketentuan tersebut mengatur perbuatan yang 

mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir sehingga membahayakan keamanan 

umum bagi orang atau barang. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara 

paling lama 9 tahun. Apabila mengakibatkan luka berat, ancaman pidananya paling 
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lama 12 tahun, sedangkan apabila mengakibatkan kematian, ancaman pidananya 

paling lama 15 tahun.74 

Penggunaan bom ikan pada dasarnya menimbulkan ledakan. Namun, menurut 

penulis, penerapan ketentuan KUHP harus tetap didasarkan pada unsur pasal dan 

fakta konkret dalam perkara. Tidak setiap perkara penggunaan bom ikan secara 

otomatis dapat dikenakan Pasal 308 KUHP. Aparat penegak hukum harus 

membuktikan bahwa ledakan tersebut memenuhi unsur membahayakan keamanan 

umum bagi orang atau barang sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan tersebut.75 

Hal tersebut menjadi tantangan bagi jaksa dalam menentukan konstruksi 

dakwaan. Jaksa harus mampu membedakan antara tindak pidana khusus di bidang 

perikanan dengan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP. Apabila perbuatan 

secara khusus berupa penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, maka Undang-

Undang Perikanan menjadi dasar hukum yang utama. Namun, apabila terdapat akibat 

lain yang memenuhi unsur tindak pidana dalam KUHP, maka fakta tersebut perlu 

dianalisis secara cermat berdasarkan ketentuan hukum pidana nasional. 

Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, hakim juga menghadapi tantangan dalam 

menilai akibat tindak pidana. Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan 

berbeda dengan tindak pidana yang hanya menimbulkan kerugian terhadap satu 

orang. Kerusakan terumbu karang dapat memengaruhi habitat berbagai jenis ikan dan 

menurunkan hasil perikanan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian, 

korban dari tindak pidana tersebut tidak selalu dapat ditentukan secara individual.76 

Menurut penulis, hakim perlu melihat lingkungan laut sebagai kepentingan 

hukum yang harus dilindungi. Pertimbangan hakim tidak seharusnya hanya 

didasarkan pada jumlah bahan peledak atau jumlah ikan yang ditemukan dari pelaku. 
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Akibat terhadap terumbu karang, biota laut, dan keberlanjutan sumber daya ikan juga 

perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. 

Tantangan hakim semakin terlihat ketika sanksi pidana dalam perkara 

penggunaan bahan peledak masih didominasi oleh pidana penjara dan pidana denda. 

Pidana tersebut memang memiliki dasar hukum dan dapat memberikan efek jera 

kepada pelaku. Namun, pidana penjara tidak secara langsung memperbaiki terumbu 

karang yang telah rusak. Demikian pula pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku 

tidak selalu berhubungan langsung dengan pemulihan lingkungan laut.77 

Menurut penulis, keadaan tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam tujuan 

pemidanaan. KUHP Nasional telah membawa perkembangan baru dalam sistem 

hukum pidana Indonesia dengan menempatkan tujuan pemidanaan sebagai bagian 

penting dalam penerapan hukum pidana. Pemidanaan tidak hanya diarahkan untuk 

membalas perbuatan pelaku, tetapi juga berkaitan dengan pencegahan tindak pidana, 

pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, dan pemulihan keseimbangan dalam 

masyarakat. 

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, pemulihan keseimbangan seharusnya 

juga dipahami dalam hubungannya dengan lingkungan laut. Penggunaan bahan 

peledak telah mengganggu keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, menurut 

penulis, perkembangan hukum pidana nasional perlu mendorong pertimbangan 

pemidanaan yang lebih memperhatikan akibat lingkungan. 

Tantangan advokat adalah membangun pembelaan berdasarkan fakta hukum 

tanpa mengabaikan akibat perbuatan terdakwa. Dalam perkara bom ikan, pelaku 

dapat memiliki peran yang berbeda. Ada pihak yang membuat bahan peledak, 

menyediakan bahan baku, membawa bahan peledak, menggunakan bom, atau hanya 

ikut dalam kapal. Perbedaan peran tersebut harus dianalisis karena 
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pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berkaitan dengan perbuatan dan kesalahan 

masing-masing pelaku.78 

Ketentuan Pasal 306 KUHP Nasional memperlihatkan bahwa perbuatan terhadap 

bahan peledak dirumuskan secara luas. Membuat, menerima, memperoleh, 

menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, mengangkut, 

menyembunyikan, dan mempergunakan bahan peledak tanpa hak termasuk perbuatan 

yang dapat dipidana. Ancaman pidananya paling lama 15 tahun. 

Menurut penulis, advokat harus memahami secara tepat perbuatan mana yang 

dapat dibuktikan terhadap terdakwa. Pembelaan tidak hanya dilakukan dengan 

meminta keringanan pidana karena alasan ekonomi. Advokat juga perlu menguji alat 

bukti dan memastikan bahwa unsur tindak pidana yang didakwakan benar-benar 

sesuai dengan peran terdakwa. Hal tersebut penting untuk menjaga prinsip keadilan 

dalam hukum pidana. 

Berdasarkan analisis terhadap kelima pihak tersebut, dapat dipahami bahwa 

tantangan faktor penegak hukum tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan jumlah 

aparat. Permasalahan yang dihadapi lebih kompleks karena setiap aparat memiliki 

tantangan pada tahap yang berbeda. Kepolisian menghadapi tantangan deteksi dini 

dan penelusuran sumber bahan peledak. TNI Angkatan Laut menghadapi tantangan 

luasnya wilayah pengawasan dan kecepatan pelaku berpindah di laut. Jaksa 

menghadapi kompleksitas penyusunan dakwaan dan pembuktian. Hakim menghadapi 

tantangan dalam menilai akibat ekologis serta tujuan pemidanaan. Sementara itu, 

advokat menghadapi tantangan dalam memberikan pembelaan berdasarkan peran dan 

kesalahan terdakwa secara proporsional.79 
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Menurut Syafa'at Anugrah Pradana, Rusdianto Sudirman, dan Muh. Andri Alvian 

(2022), penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh substansi hukum, tetapi juga 

oleh struktur hukum dan kultur hukum. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan 

menjadi faktor utama dalam menentukan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.80 

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, 

faktor penegak hukum memiliki hubungan yang sangat kuat dengan efektivitas 

penerapan larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan. Aturan 

hukum yang jelas tidak akan memberikan hasil yang maksimal apabila aparat tidak 

mampu mendeteksi tindak pidana, mengumpulkan alat bukti, menyusun dakwaan, 

menilai akibat tindak pidana, dan menjamin proses peradilan yang adil.81 

Menurut penulis, persoalan utama dalam penegakan hukum penggunaan bahan 

peledak adalah penegakan hukum masih lebih banyak bersifat represif. Aparat 

melakukan penangkapan dan proses pidana setelah ledakan terjadi. Padahal, pada saat 

proses hukum dimulai, kerusakan terumbu karang dan kematian biota laut telah 

terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak cukup 

dinilai dari jumlah pelaku yang dipidana. 

Penegakan hukum seharusnya juga dinilai berdasarkan kemampuan negara 

mencegah bahan peledak sampai ke tangan pelaku. Pasal 306 KUHP Nasional 

memberikan dasar penting untuk melihat perbuatan terhadap bahan peledak sejak 

tahap membuat, memperoleh, menguasai, membawa, menyimpan sampai 

mempergunakannya. Oleh karena itu, menurut penulis, arah penegakan hukum perlu 

dikembangkan dari pendekatan yang hanya menangkap pengguna bom ikan menjadi 
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pendekatan yang menelusuri seluruh rangkaian peredaran dan penguasaan bahan 

peledak.82 

Undang-Undang Perikanan memberikan perlindungan secara khusus terhadap 

sumber daya ikan dan lingkungannya. Sementara itu, KUHP Nasional memberikan 

kerangka umum mengenai pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana yang 

berhubungan dengan bahan peledak serta akibat ledakan. Hubungan kedua peraturan 

tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penggunaan bom ikan harus 

dilaksanakan secara sistematis dalam satu kesatuan hukum pidana nasional.83 

Dengan demikian, faktor penegak hukum merupakan salah satu faktor yang 

menentukan keberhasilan larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan 

ikan. Keberadaan Pasal 8 dan Pasal 84 Undang-Undang Perikanan telah memberikan 

dasar hukum khusus, sedangkan Pasal 306 dan Pasal 308 KUHP Nasional 

memperlihatkan perhatian hukum pidana terhadap bahaya bahan peledak dan 

ledakan. Tantangan yang harus dihadapi bukan lagi hanya persoalan keberadaan 

norma, melainkan bagaimana aparat mampu menghubungkan norma tersebut dengan 

fakta tindak pidana secara tepat, profesional, terkoordinasi, dan berorientasi pada 

perlindungan lingkungan laut. 

Dalam hukum pidana nasional, penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan 

merupakan perbuatan yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang 

Perikanan. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

melarang setiap orang melakukan penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan 

dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, atau 

bangunan yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan 

dan lingkungannya. Larangan tersebut menunjukkan bahwa objek yang hendak 

dilindungi bukan hanya ikan sebagai hasil tangkapan, tetapi juga lingkungan tempat 
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sumber daya ikan hidup.84 Terhadap pelanggaran larangan tersebut, Pasal 84 ayat (1) 

Undang-Undang Perikanan memberikan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun 

dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00. Ketentuan ini berlaku terhadap setiap 

orang yang dengan sengaja menggunakan bahan peledak atau cara lain yang dapat 

merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.  

Tantangan menjadi lebih kompleks apabila pelaku tidak melakukan perbuatan 

seorang diri. Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Perikanan secara khusus mengatur 

nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal 

yang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. 

Terhadap pelaku dalam kedudukan tersebut dapat dijatuhkan pidana penjara paling 

lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00.  

Ketentuan Pasal 84 ayat (2) tersebut menurut penulis penting dikaitkan dengan 

tantangan aparat penegak hukum. Dalam satu kapal dapat terdapat beberapa orang 

dengan tugas yang berbeda. Ada pihak yang bertindak sebagai nakhoda, pihak yang 

membawa kapal, pihak yang merakit bahan peledak, pihak yang melempar bom ke 

laut, dan pihak yang mengumpulkan ikan setelah ledakan terjadi. Polisi dan Penyidik 

Perwira TNI Angkatan Laut harus mampu mengidentifikasi peran setiap orang agar 

pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada orang yang secara 

langsung melempar bahan peledak. 

Di sinilah tantangan penyidikan menjadi lebih nyata. Apabila aparat hanya 

berorientasi pada pelaku yang memegang atau melempar bom, pihak lain yang 

mempunyai peran dalam kegiatan penangkapan ikan dapat terlepas dari proses 

hukum. Padahal, Undang-Undang Perikanan telah membedakan subjek hukum dan 

memberikan ancaman pidana yang berbeda. Menurut penulis, perbedaan ancaman 

pidana paling lama 6 tahun dalam Pasal 84 ayat (1) dan paling lama 10 tahun dalam 
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Pasal 84 ayat (2) menuntut ketelitian penyidik dan jaksa dalam menentukan 

kedudukan serta peran pelaku.85 

Apabila dihubungkan dengan KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bagian penting dalam 

perkembangan sistem hukum pidana Indonesia. KUHP Nasional disusun untuk 

menggantikan KUHP warisan kolonial dan Buku Kesatunya menjadi pedoman bagi 

penerapan ketentuan pidana di luar KUHP, kecuali undang-undang menentukan lain. 

KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026.  

Dalam konteks penelitian ini, hubungan antara KUHP Nasional dan Undang-

Undang Perikanan perlu dipahami secara tepat oleh aparat penegak hukum. Undang-

Undang Perikanan tetap memiliki kedudukan sebagai ketentuan khusus yang secara 

langsung mengatur larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan. 

Sementara itu, KUHP Nasional memberikan kerangka hukum pidana nasional yang 

lebih umum terhadap perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pelaku. 

Pasal 306 KUHP Nasional mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan 

persoalan bahan peledak. Ketentuan tersebut mengatur berbagai perbuatan tanpa hak 

terhadap bahan peledak, termasuk membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, 

menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, 

menyembunyikan, dan mempergunakan bahan peledak. Perbuatan tersebut diancam 

dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. 
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BAB III 

KONSTRUKSI SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN 

PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM PENANGKAPAN 

IKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA 

 
Data penelitian pertama dalam menjawab rumusan masalah kedua diperoleh 

dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan penggunaan 

bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan. Dalam penelitian hukum normatif, 

peraturan perundang-undangan merupakan sumber data utama untuk mengetahui 

bagaimana konstruksi sanksi pidana dibentuk oleh pembentuk undang-undang serta 

tujuan yang hendak dicapai melalui pengaturan tersebut.86 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Undang-Undang 

Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2004 tentang perikanan, mengatur bahwa setiap orang dilarang menggunakan bahan 

peledak, bahan beracun, dan alat lain yang dapat merusak kelestarian sumber daya 

ikan dan lingkungan perairan. Larangan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk 

undang-undang menempatkan penggunaan bahan peledak sebagai perbuatan yang 

memiliki tingkat bahaya yang tinggi karena tidak hanya merugikan hasil perikanan, 

tetapi juga mengakibatkan kerusakan ekosistem laut yang sulit dipulihkan.87 

Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Pasal 84 Undang-Undang 

Perikanan yang mengatur ancaman pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja 

melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Pengaturan ini 

memperlihatkan bahwa sanksi pidana dijadikan sebagai instrumen utama untuk 
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melindungi sumber daya ikan sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku agar 

tidak mengulangi perbuatannya.88 

Penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan merupakan 

salah satu bentuk tindak pidana yang tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap 

sumber daya perikanan, tetapi juga mengancam keselamatan manusia, merusak 

ekosistem laut, serta berdampak pada keberlangsungan mata pencaharian masyarakat 

pesisir. Oleh karena itu, konstruksi sanksi pidana terhadap pelanggaran tersebut tidak 

dapat dipandang hanya sebagai upaya pemberian hukuman kepada pelaku, melainkan 

juga sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan hukum yang lebih luas, 

yaitu kelestarian lingkungan hidup, keamanan masyarakat, dan keberlanjutan 

pemanfaatan sumber daya alam.89 

Dalam perspektif hukum pidana, penerapan sanksi terhadap pelaku 

penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak pada dasarnya didasarkan 

pada prinsip perlindungan terhadap kepentingan hukum (rechtsbelang). Negara 

melalui peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan kepada aparat 

penegak hukum untuk menjatuhkan pidana terhadap setiap orang yang secara sengaja 

menggunakan bahan peledak dalam aktivitas penangkapan ikan karena perbuatan 

tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum dan menimbulkan akibat yang 

membahayakan masyarakat maupun lingkungan.90 

Menurut hasil penelitian beberapa akademisi di bidang hukum pidana 

lingkungan, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku destructive fishing merupakan 

bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif sekaligus represif. Pendekatan 

preventif dilakukan melalui ancaman pidana yang bertujuan mencegah masyarakat 
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melakukan tindak pidana, sedangkan pendekatan represif diwujudkan melalui 

penjatuhan pidana terhadap pelaku yang terbukti melakukan penangkapan ikan 

menggunakan bahan peledak. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi 

sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana menjaga keberlanjutan sumber 

daya alam.91 

Konstruksi pemidanaan terhadap pelaku tidak hanya mengacu pada ketentuan 

khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tetapi juga 

memiliki hubungan erat dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) Nasional yang mulai berlaku melalui Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2023. Kehadiran KUHP Nasional memperluas ruang pertanggungjawaban 

pidana apabila dalam praktik penggunaan bahan peledak ditemukan adanya tindak 

pidana lain yang menyertai (concursus delicten), seperti perusakan, pemalsuan 

dokumen, maupun tindakan yang menimbulkan bahaya bagi keselamatan umum.92 

Dalam hukum pidana nasional, penggunaan bahan peledak pada dasarnya 

merupakan perbuatan yang memiliki tingkat kesalahan tinggi karena dilakukan 

dengan kesadaran bahwa ledakan yang ditimbulkan dapat mengakibatkan rusaknya 

terumbu karang, matinya berbagai jenis biota laut, bahkan dapat menghilangkan 

nyawa manusia. Oleh sebab itu, penerapan sanksi pidana harus mencerminkan asas 

proporsionalitas antara tingkat kesalahan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan 

sehingga tujuan pemidanaan berupa pembalasan, pencegahan, perlindungan 

masyarakat, dan rehabilitasi dapat tercapai secara seimbang.93 
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Ketentuan utama yang mengatur larangan penggunaan bahan peledak dalam 

penangkapan ikan terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) Nomor 31 Tahun 2004 jo 

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menentukan bahwa setiap orang yang 

dengan sengaja melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, bahan 

beracun, dan/atau cara lain yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian 

sumber daya ikan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan 

denda paling banyak Rp1.200.000.000,00. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa 

pembentuk undang-undang menempatkan tindak pidana destructive fishing sebagai 

kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap kelestarian sumber daya perikanan 

sehingga layak dikenai ancaman pidana yang relatif berat.94 

Selain ketentuan dalam Undang-Undang Perikanan, penerapan hukum pidana 

terhadap pelaku juga dapat dikorelasikan dengan beberapa ketentuan dalam KUHP 

Nasional apabila selama proses penangkapan ikan menggunakan bahan peledak 

ditemukan tindak pidana lain yang memenuhi unsur-unsur delik. 

Pertama, Pasal 266 ayat (1) KUHP Nasional mengatur mengenai tindak 

pidana yang berkaitan dengan pemalsuan atau pemberian keterangan tidak benar ke 

dalam akta autentik. Ketentuan ini dapat diterapkan apabila pelaku menggunakan 

dokumen perizinan palsu, memberikan data yang tidak benar mengenai kepemilikan 

kapal, izin usaha perikanan, ataupun dokumen lain yang digunakan untuk 

menghindari pertanggungjawaban pidana. Atas perbuatan tersebut, pelaku dapat 

dijatuhi pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Penerapan pasal ini 

memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditujukan terhadap 
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tindakan penggunaan bahan peledak, tetapi juga terhadap segala bentuk manipulasi 

administrasi yang dilakukan untuk menyamarkan tindak pidana.95 

Kedua, Pasal 333 KUHP Nasional berkaitan dengan tindak pidana merusak. 

Dalam konteks penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan, ledakan yang 

ditimbulkan tidak hanya menghancurkan terumbu karang sebagai habitat ikan, tetapi 

juga dapat merusak alat tangkap milik nelayan lain, fasilitas budidaya perikanan, 

maupun sarana yang berada di wilayah pesisir. Apabila unsur-unsur tindak pidana 

perusakan terpenuhi, pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. 

Ketentuan ini mempertegas bahwa kerusakan yang ditimbulkan akibat penggunaan 

bahan peledak tidak hanya dipandang sebagai kerugian ekologis, tetapi juga sebagai 

pelanggaran terhadap hak kepemilikan orang lain yang memperoleh perlindungan 

hukum pidana.96 

Ketiga, Pasal 335 KUHP Nasional mengatur mengenai perbuatan yang 

membahayakan keamanan umum dengan menggunakan bahan peledak atau sarana 

lain yang dapat menimbulkan bahaya. Penggunaan bom ikan pada hakikatnya 

mengandung potensi yang sangat besar untuk menimbulkan ledakan yang 

mengancam keselamatan awak kapal, nelayan di sekitar lokasi penangkapan, maupun 

masyarakat pesisir apabila ledakan terjadi di luar kendali pelaku. Atas perbuatan 

tersebut, pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, 

terutama apabila perbuatannya menimbulkan bahaya terhadap jiwa, harta benda, atau 

fasilitas umum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya 

melindungi sumber daya perikanan, tetapi juga menjamin keamanan umum dari 

penggunaan bahan peledak secara melawan hukum.97 
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Korelasi antara Undang-Undang Perikanan dan KUHP Nasional menunjukkan 

bahwa tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dapat 

dikenai pertanggungjawaban pidana secara kumulatif apabila satu perbuatan 

memenuhi unsur beberapa tindak pidana sekaligus. Dengan demikian, selain dikenai 

sanksi berdasarkan Undang-Undang Perikanan, pelaku juga dapat dimintai 

pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan KUHP apabila terdapat unsur pemalsuan 

dokumen, perusakan, maupun tindak pidana lain yang menyertai perbuatannya. 

Pendekatan tersebut mencerminkan prinsip bahwa setiap akibat hukum yang 

ditimbulkan oleh suatu perbuatan pidana harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

jenis kepentingan hukum yang dilanggar.98 

Ditinjau dari teori pemidanaan, konstruksi sanksi pidana terhadap pelaku 

penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan tidak hanya berorientasi pada 

pembalasan (retributive theory), tetapi juga mengandung tujuan pencegahan 

(deterrence). Ancaman pidana yang berat diharapkan mampu menimbulkan efek jera 

bagi pelaku sekaligus mencegah masyarakat melakukan tindakan serupa. Di sisi lain, 

pemidanaan juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap sumber daya 

perikanan sebagai kekayaan nasional yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan 

sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.99 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa konstruksi sanksi pidana 

terhadap pelanggaran penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dibangun 

melalui integrasi antara ketentuan pidana khusus dalam Undang-Undang Perikanan 

dengan ketentuan umum dalam KUHP Nasional. Integrasi tersebut memungkinkan 

penegakan hukum dilakukan secara lebih komprehensif karena tidak hanya menjerat 
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pelaku atas penggunaan bahan peledak sebagai alat penangkapan ikan, tetapi juga 

terhadap setiap perbuatan lain yang berkaitan, seperti pemalsuan dokumen, 

perusakan, maupun tindakan yang membahayakan keamanan umum. Dengan 

demikian, penerapan hukum pidana diharapkan mampu memberikan perlindungan 

yang efektif terhadap kelestarian ekosistem laut, menjamin kepastian hukum, serta 

mewujudkan tujuan pembangunan perikanan yang berkelanjutan.100 

Konstruksi sanksi pidana terhadap pelanggaran penggunaan bahan peledak 

dalam penangkapan ikan pada dasarnya tidak hanya berhenti pada penentuan jenis 

pidana dan lamanya ancaman pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Lebih dari itu, konstruksi tersebut harus dipahami sebagai suatu sistem 

yang menghubungkan antara perbuatan pidana, pertanggungjawaban pelaku, 

pembuktian di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan 

demikian, penerapan sanksi pidana menjadi bagian dari upaya negara untuk 

memberikan perlindungan hukum terhadap sumber daya perikanan sebagai kekayaan 

nasional yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan ekologis. 

Dalam perspektif hukum pidana nasional, penggunaan bahan peledak dalam 

penangkapan ikan memenuhi unsur tindak pidana karena dilakukan secara sadar dan 

sengaja untuk memperoleh hasil tangkapan dalam jumlah besar tanpa memperhatikan 

akibat yang ditimbulkan. Kesengajaan tersebut terlihat dari tindakan pelaku yang 

telah mempersiapkan bahan peledak, menentukan lokasi penangkapan, kemudian 

meledakkan bom di wilayah perairan yang menjadi habitat ikan. Perbuatan tersebut 

menunjukkan adanya hubungan antara kehendak pelaku dengan akibat yang 

ditimbulkan sehingga memenuhi unsur kesalahan (schuld) sebagai dasar 

pertanggungjawaban pidana.101 
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Apabila dikaitkan dengan KUHP Nasional, konstruksi pemidanaan juga 

menempatkan pelaku sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas 

seluruh akibat yang muncul dari tindakannya. Akibat hukum tersebut tidak hanya 

berupa kerusakan ekosistem laut, tetapi juga dapat menimbulkan korban jiwa, 

kerugian ekonomi bagi nelayan tradisional, kerusakan fasilitas perikanan, bahkan 

mengganggu keamanan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, hakim tidak hanya 

mempertimbangkan terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga tingkat kesalahan 

pelaku, besarnya kerugian yang ditimbulkan, serta dampak sosial dan lingkungan 

yang terjadi akibat penggunaan bahan peledak.102 

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku 

destructive fishing sering menggunakan pendekatan kumulatif, yaitu menggabungkan 

ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perikanan dengan ketentuan pidana dalam 

KUHP apabila ditemukan tindak pidana lain yang menyertai. Pendekatan tersebut 

bertujuan agar seluruh akibat hukum yang ditimbulkan oleh pelaku dapat 

dipertanggungjawabkan secara menyeluruh sehingga tidak ada perbuatan yang 

terlepas dari proses penegakan hukum. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya 

memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi 

masyarakat yang dirugikan.103 

Penerapan sanksi pidana juga harus memperhatikan tujuan pemidanaan 

sebagaimana berkembang dalam hukum pidana modern. Pemidanaan terhadap pelaku 

penggunaan bahan peledak tidak semata-mata dimaksudkan untuk membalas 

kesalahan yang dilakukan, melainkan juga sebagai sarana pencegahan agar tindak 

pidana serupa tidak kembali terjadi. Ancaman pidana penjara yang relatif berat 

diharapkan dapat memberikan efek preventif bagi masyarakat sehingga penggunaan 

bahan peledak dalam penangkapan ikan semakin berkurang. Selain itu, pidana juga 
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memiliki fungsi edukatif, yaitu memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa 

pemanfaatan sumber daya perikanan harus dilakukan sesuai dengan prinsip 

keberlanjutan dan ketentuan hukum yang berlaku.104 

Dari sudut pandang perlindungan lingkungan, penerapan sanksi pidana 

memiliki kedudukan yang sangat penting karena kerusakan akibat bahan peledak 

tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Terumbu karang yang hancur akibat 

ledakan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk kembali seperti semula, sedangkan 

berbagai jenis biota laut yang mati akan mengganggu keseimbangan ekosistem dan 

menurunkan produktivitas perikanan. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku 

bukan hanya bertujuan melindungi kepentingan negara, tetapi juga menjamin hak 

generasi mendatang untuk menikmati lingkungan laut yang sehat dan lestari. 

Selain pidana penjara, penerapan pidana denda juga memiliki peranan penting 

dalam memberikan efek jera kepada pelaku. Besarnya keuntungan ekonomi yang 

diperoleh melalui penggunaan bahan peledak sering kali menjadi alasan utama pelaku 

tetap melakukan perbuatannya meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut 

dilarang oleh hukum. Dengan adanya pidana denda yang cukup besar sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Perikanan, diharapkan keuntungan yang diperoleh 

pelaku tidak lagi sebanding dengan risiko hukum yang harus ditanggung. Pendekatan 

tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi menghukum 

pelaku secara fisik melalui pidana penjara, tetapi juga menghilangkan keuntungan 

ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana. 

Efektivitas konstruksi sanksi pidana juga dipengaruhi oleh koordinasi 

antarlembaga penegak hukum. Penyidik Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS) Perikanan, Kejaksaan, dan Pengadilan harus memiliki pemahaman yang 

sama mengenai penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perikanan 

maupun KUHP Nasional. Koordinasi tersebut diperlukan agar tidak terjadi perbedaan 
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penafsiran terhadap unsur tindak pidana maupun penerapan pasal-pasal yang 

digunakan dalam proses penuntutan. Apabila koordinasi berjalan dengan baik, maka 

proses penegakan hukum akan menghasilkan putusan yang memberikan kepastian 

hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.105 

Dengan demikian, konstruksi sanksi pidana terhadap pelanggaran penggunaan 

bahan peledak dalam penangkapan ikan tidak hanya berorientasi pada penghukuman 

pelaku, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan perlindungan terhadap sumber daya 

perikanan, menjaga kelestarian lingkungan laut, melindungi keselamatan masyarakat, 

serta memperkuat kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana nasional. 

Melalui penerapan sanksi yang tegas dan proporsional, diharapkan praktik 

penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dapat ditekan sehingga 

pengelolaan sumber daya perikanan dapat berlangsung secara berkelanjutan sesuai 

dengan tujuan pembangunan nasional.106 

Konstruksi sanksi pidana terhadap pelanggaran penggunaan bahan peledak 

dalam penangkapan ikan pada hakikatnya mencerminkan kebijakan hukum pidana 

(penal policy) yang dibentuk oleh negara untuk melindungi kepentingan hukum yang 

bersifat strategis. Kepentingan hukum tersebut meliputi perlindungan terhadap 

sumber daya perikanan, kelestarian lingkungan laut, keselamatan masyarakat, serta 

keberlanjutan pembangunan nasional di sektor kelautan dan perikanan. Oleh karena 

itu, tindak pidana penggunaan bahan peledak tidak dapat dipandang sebagai 

pelanggaran biasa, melainkan sebagai kejahatan yang memiliki dampak 

multidimensional karena merugikan negara, masyarakat, dan lingkungan hidup secara 

bersamaan.107 
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Ditinjau dari perspektif hukum pidana nasional, penggunaan bahan peledak 

dalam penangkapan ikan merupakan perbuatan yang memenuhi unsur actus reus 

(perbuatan pidana) dan mens rea (kesalahan). Unsur perbuatan pidana terlihat dari 

tindakan nyata pelaku menggunakan bahan peledak sebagai alat untuk menangkap 

ikan, sedangkan unsur kesalahan tercermin dari adanya kesengajaan pelaku yang 

mengetahui bahwa penggunaan bahan peledak dilarang oleh peraturan perundang-

undangan, tetapi tetap melaksanakan perbuatannya demi memperoleh keuntungan 

ekonomi yang lebih besar. Terpenuhinya kedua unsur tersebut menjadi dasar bagi 

negara untuk menjatuhkan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum.108 

Dalam teori pertanggungjawaban pidana, seseorang hanya dapat dipidana 

apabila terdapat hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang 

ditimbulkan. Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan secara nyata 

menimbulkan kerusakan terhadap terumbu karang, kematian berbagai jenis biota laut, 

pencemaran lingkungan perairan, serta mengurangi potensi sumber daya ikan di masa 

mendatang. Akibat tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausal (causal 

verband) antara tindakan pelaku dengan kerugian yang dialami oleh lingkungan 

maupun masyarakat sehingga unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi. 

Apabila dikaitkan dengan kebijakan pemidanaan dalam KUHP Nasional, 

pemberian sanksi pidana terhadap pelaku destructive fishing harus memperhatikan 

keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum 

diwujudkan melalui penerapan ketentuan pidana secara konsisten terhadap setiap 

pelaku tanpa membedakan status sosial maupun latar belakang ekonomi. Keadilan 

diwujudkan melalui penjatuhan pidana yang proporsional dengan tingkat kesalahan 

dan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Sementara itu, kemanfaatan diwujudkan 
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melalui pemidanaan yang mampu mencegah terulangnya tindak pidana serupa serta 

memberikan perlindungan terhadap kelestarian sumber daya perikanan.109 

Penggunaan bahan peledak sering kali dilakukan secara terorganisasi dengan 

melibatkan beberapa pihak, mulai dari pembuat bahan peledak, pemasok bahan baku, 

pemilik kapal, hingga pelaku yang melakukan penangkapan ikan di laut. Kondisi 

tersebut menyebabkan penerapan hukum pidana tidak hanya diarahkan kepada pelaku 

utama, tetapi juga terhadap setiap orang yang turut serta, membantu, menyuruh 

melakukan, ataupun menyediakan sarana untuk melakukan tindak pidana. Pendekatan 

demikian sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana yang menekankan 

bahwa setiap orang yang memiliki peran dalam terjadinya suatu tindak pidana harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tingkat keterlibatan masing-

masing.110 

Selain itu, konstruksi sanksi pidana juga harus memperhatikan berat 

ringannya akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Apabila penggunaan bahan 

peledak hanya mengakibatkan kerusakan lingkungan, maka penerapan ketentuan 

dalam Undang-Undang Perikanan dapat menjadi dasar utama penjatuhan pidana. 

Namun, apabila ledakan tersebut mengakibatkan korban luka berat, meninggal dunia, 

atau merusak fasilitas milik masyarakat maupun negara, maka penerapan ketentuan 

dalam KUHP Nasional menjadi relevan untuk melengkapi pertanggungjawaban 

pidana pelaku. Dengan demikian, hakim memiliki dasar hukum yang lebih 

komprehensif dalam menjatuhkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan. 

Keberadaan KUHP Nasional juga memperlihatkan bahwa hukum pidana 

Indonesia tidak lagi hanya berorientasi pada perlindungan individu, tetapi juga 

memberikan perhatian terhadap perlindungan kepentingan publik dan lingkungan 
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hidup. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang 

menempatkan lingkungan sebagai objek perlindungan hukum karena memiliki fungsi 

penting bagi kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, kerusakan ekosistem laut 

akibat penggunaan bahan peledak tidak hanya dipandang sebagai kerugian ekologis, 

tetapi juga sebagai ancaman terhadap ketahanan pangan nasional, keberlanjutan 

ekonomi masyarakat pesisir, dan kesejahteraan generasi yang akan datang.111 

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa konstruksi sanksi pidana 

terhadap penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan telah mencerminkan 

penerapan hukum pidana yang bersifat integratif, yaitu menggabungkan ketentuan 

pidana khusus dalam Undang-Undang Perikanan dengan ketentuan umum dalam 

KUHP Nasional. Pendekatan tersebut memungkinkan aparat penegak hukum 

memberikan pertanggungjawaban pidana secara menyeluruh terhadap setiap akibat 

yang ditimbulkan oleh pelaku sehingga tujuan hukum pidana, yaitu memberikan 

kepastian hukum, menciptakan keadilan, melindungi masyarakat, dan menjaga 

kelestarian lingkungan hidup, dapat diwujudkan secara optimal. 

Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan dalam sistem hukum 

pidana Indonesia, termasuk dalam penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan 

penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan. Meskipun pengaturan khusus 

mengenai larangan penggunaan bahan peledak tetap berada dalam Undang-Undang 

Perikanan sebagai lex specialis, keberadaan KUHP Nasional memberikan landasan 

yang lebih luas dalam membangun pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku 

apabila dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut terdapat perbuatan lain yang 

memenuhi unsur tindak pidana menurut KUHP.112 

Dalam teori hukum pidana dikenal asas lex specialis derogat legi generali, 

yaitu ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat 
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umum. Berdasarkan asas tersebut, aparat penegak hukum pada prinsipnya 

mengutamakan penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perikanan 

terhadap pelaku yang menggunakan bahan peledak dalam menangkap ikan. Namun, 

apabila selama proses penyidikan ditemukan adanya tindak pidana lain yang berdiri 

sendiri, seperti penggunaan dokumen palsu, perusakan fasilitas umum, atau perbuatan 

yang membahayakan keselamatan orang lain, maka ketentuan dalam KUHP Nasional 

tetap dapat diterapkan sepanjang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur 

dalam undang-undang tersebut.113 

Penerapan kedua peraturan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum 

pidana Indonesia tidak memandang tindak pidana penggunaan bahan peledak sebagai 

pelanggaran yang berdiri sendiri. Sebaliknya, hukum memberikan ruang bagi 

penegak hukum untuk melihat keseluruhan rangkaian perbuatan pelaku sehingga 

seluruh akibat hukum yang muncul dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh. 

Pendekatan ini menjadi penting mengingat penggunaan bahan peledak dalam 

praktiknya sering kali melibatkan berbagai tindakan lain yang saling berkaitan, baik 

sebelum maupun sesudah tindak pidana dilakukan.114 

Dari perspektif kebijakan kriminal (criminal policy), penerapan sanksi pidana 

yang terintegrasi antara Undang-Undang Perikanan dan KUHP Nasional merupakan 

bentuk perlindungan negara terhadap kepentingan hukum yang lebih luas. 

Perlindungan tersebut tidak hanya ditujukan kepada sumber daya ikan sebagai objek 

utama, tetapi juga terhadap ekosistem laut, keselamatan masyarakat pesisir, hak 

ekonomi nelayan tradisional, serta kepentingan negara dalam menjaga keberlanjutan 

pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai 
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instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi 

dan pelestarian lingkungan hidup. 

Keberadaan KUHP Nasional juga memperkuat prinsip individualisasi pidana, 

yaitu penjatuhan pidana yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan keadaan 

masing-masing pelaku. Dalam perkara penggunaan bahan peledak, hakim tidak hanya 

mempertimbangkan jenis tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan 

faktor-faktor yang memberatkan maupun meringankan. Faktor yang dapat 

memberatkan antara lain apabila pelaku merupakan residivis, melakukan tindak 

pidana secara terorganisasi, menggunakan bahan peledak dalam jumlah besar, atau 

mengakibatkan kerusakan lingkungan yang luas. Sebaliknya, faktor yang 

meringankan dapat berupa pengakuan pelaku, sikap kooperatif selama proses hukum, 

atau belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya. Pertimbangan tersebut bertujuan agar 

putusan yang dijatuhkan tetap mencerminkan rasa keadilan dan proporsionalitas.115 

Selain individualisasi pidana, KUHP Nasional juga mengedepankan 

keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku dan perlindungan terhadap 

korban serta masyarakat. Dalam konteks penggunaan bahan peledak dalam 

penangkapan ikan, korban tidak hanya dipahami sebagai individu yang mengalami 

kerugian secara langsung, tetapi juga mencakup masyarakat nelayan yang kehilangan 

sumber penghidupan akibat rusaknya ekosistem laut serta negara yang mengalami 

kerugian atas berkurangnya potensi sumber daya perikanan. Oleh karena itu, 

pemidanaan terhadap pelaku memiliki dimensi perlindungan yang lebih luas 

dibandingkan dengan tindak pidana konvensional. 

Penerapan sanksi pidana yang tegas juga memiliki fungsi preventif dalam 

menekan angka destructive fishing. Ancaman pidana penjara dan pidana denda yang 

diatur dalam Undang-Undang Perikanan, ditambah dengan kemungkinan penerapan 

pasal-pasal dalam KUHP Nasional terhadap tindak pidana lain yang menyertai, 
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diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Semakin besar 

risiko hukum yang harus ditanggung pelaku, semakin kecil kemungkinan masyarakat 

memilih menggunakan bahan peledak sebagai alat penangkapan ikan.116 

Namun demikian, efektivitas konstruksi sanksi pidana tidak hanya ditentukan 

oleh beratnya ancaman pidana. Penegakan hukum juga dipengaruhi oleh kualitas 

penyidikan, kecermatan penuntutan, konsistensi putusan pengadilan, serta koordinasi 

antarlembaga penegak hukum. Apabila salah satu tahapan tersebut tidak berjalan 

secara optimal, maka tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera dan melindungi 

sumber daya perikanan tidak akan tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, 

penerapan ketentuan pidana harus didukung oleh peningkatan kapasitas aparat 

penegak hukum, pengawasan wilayah perairan yang efektif, serta partisipasi aktif 

masyarakat dalam melaporkan tindak pidana penggunaan bahan peledak.117 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan KUHP 

Nasional memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penguatan konstruksi 

sanksi pidana dalam penanggulangan penggunaan bahan peledak untuk penangkapan 

ikan. Meskipun Undang-Undang Perikanan tetap menjadi dasar utama dalam 

penegakan hukum, KUHP Nasional berperan sebagai instrumen pelengkap yang 

memungkinkan aparat penegak hukum menjerat seluruh rangkaian perbuatan pidana 

yang dilakukan oleh pelaku. Sinergi antara kedua pengaturan tersebut menunjukkan 

bahwa sistem hukum pidana Indonesia telah mengarah pada penegakan hukum yang 

lebih komprehensif, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup 

serta keberlanjutan sumber daya perikanan. 

Dapat dipahami bahwa penggunaan bahan peledak tidak hanya melanggar 

ketentuan pidana di bidang perikanan, tetapi juga mengancam keberlanjutan 

ekosistem laut. Oleh karena itu, konstruksi sanksi pidana dalam Undang-Undang 
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Perikanan yang dikorelasikan dengan KUHP Nasional menjadi instrumen penting 

dalam memberikan perlindungan hukum terhadap sumber daya perikanan.118 

Konstruksi sanksi pidana terhadap pelanggaran penggunaan bahan peledak 

dalam penangkapan ikan pada dasarnya merupakan bentuk kebijakan hukum pidana 

yang diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap sumber daya perikanan 

sebagai salah satu kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan 

sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Perlindungan tersebut menjadi penting 

karena sumber daya perikanan memiliki karakteristik yang dapat mengalami 

penurunan bahkan kepunahan apabila dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab. 

Oleh sebab itu, hukum pidana ditempatkan sebagai instrumen yang memberikan 

batasan terhadap setiap tindakan yang berpotensi merusak keseimbangan ekosistem 

laut.119 

Dalam perspektif hukum pidana nasional, keberadaan sanksi pidana 

dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus membangun kesadaran 

hukum masyarakat. Ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan 

menunjukkan bahwa negara memandang penggunaan bahan peledak sebagai tindak 

pidana yang memiliki tingkat bahaya tinggi. Hal ini didasarkan pada kenyataan 

bahwa kerusakan lingkungan laut akibat ledakan tidak dapat dipulihkan dalam waktu 

singkat, bahkan dalam banyak kasus memerlukan waktu puluhan tahun agar kondisi 

ekosistem dapat kembali mendekati keadaan semula. Oleh karena itu, penjatuhan 

pidana terhadap pelaku memiliki fungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap 
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lingkungan hidup sekaligus sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya 

perikanan.120 

Apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, negara memiliki 

kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh kepentingan hukum 

yang terancam akibat suatu tindak pidana. Dalam konteks penggunaan bahan peledak, 

kepentingan hukum yang dilindungi tidak hanya mencakup sumber daya ikan sebagai 

objek utama, tetapi juga meliputi keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan 

laut, hak ekonomi nelayan tradisional, serta kepentingan generasi mendatang untuk 

memperoleh manfaat dari sumber daya perikanan yang tetap lestari. Dengan 

demikian, penerapan sanksi pidana merupakan perwujudan tanggung jawab negara 

dalam melindungi kepentingan publik melalui mekanisme hukum pidana.121 

Konstruksi sanksi pidana juga mencerminkan adanya hubungan antara hukum 

pidana dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Hukum pidana tidak lagi 

diposisikan semata-mata sebagai sarana untuk menghukum pelaku, melainkan 

sebagai instrumen yang mendukung terciptanya pengelolaan sumber daya alam secara 

berkelanjutan. Hal tersebut terlihat dari adanya pengaturan yang memberikan 

ancaman pidana terhadap setiap tindakan yang menyebabkan kerusakan ekosistem 

laut, termasuk penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan. Melalui 

pendekatan tersebut, hukum pidana berfungsi sebagai ultimum remedium, yaitu 

sarana terakhir yang digunakan ketika upaya administratif dan preventif tidak lagi 

mampu mencegah terjadinya pelanggaran.122 

Di sisi lain, efektivitas sanksi pidana juga sangat dipengaruhi oleh konsistensi 

aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan perundang-undangan. Ancaman 
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pidana yang berat tidak akan memberikan dampak yang optimal apabila proses 

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan tidak dilakukan secara 

profesional. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum terhadap pelaku 

penggunaan bahan peledak sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak 

hukum dalam mengumpulkan alat bukti, membuktikan unsur-unsur tindak pidana, 

serta menerapkan ketentuan hukum secara tepat sesuai dengan fakta yang terungkap 

di persidangan. 

Selain penegakan hukum secara represif, penerapan sanksi pidana juga perlu 

diimbangi dengan pendekatan preventif melalui peningkatan kesadaran hukum 

masyarakat pesisir. Banyak pelaku yang masih menggunakan bahan peledak karena 

dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya 

pemahaman mengenai dampak jangka panjang terhadap lingkungan laut. Oleh karena 

itu, upaya pencegahan melalui penyuluhan hukum, pembinaan kepada nelayan, dan 

pemberian alternatif alat tangkap yang ramah lingkungan menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari kebijakan penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan. 

Dengan demikian, penerapan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada 

penghukuman, tetapi juga mendukung perubahan perilaku masyarakat agar 

memanfaatkan sumber daya perikanan secara bertanggung jawab. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konstruksi sanksi 

pidana terhadap penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan memiliki fungsi 

yang sangat strategis dalam sistem hukum pidana nasional. Sanksi pidana tidak hanya 

berperan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai sarana 

perlindungan terhadap lingkungan hidup, instrumen pencegahan tindak pidana, serta 

wujud tanggung jawab negara dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. 

Dengan adanya penerapan sanksi yang tegas, konsisten, dan didukung oleh 

penegakan hukum yang efektif, diharapkan praktik penggunaan bahan peledak dalam 

penangkapan ikan dapat diminimalkan sehingga tujuan pengelolaan perikanan yang 

berkelanjutan dapat tercapai sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. 
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BAB IV 

LARANGAN PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM 

PENANGKAPAN IKAN DIANALISIS BERDASARKAN 

PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH SEBAGAI UPAYA 

PERLINDUNGAN DAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN 

LAUT 

Data penelitian dalam pembahasan ini diperoleh dari ketentuan peraturan 

perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan Direktorat Jenderal Pengawasan 

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), serta berbagai penelitian terdahulu 

yang membahas dampak penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan 

ikan. Data tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana penggunaan bahan 

peledak memengaruhi keberlanjutan sumber daya perikanan serta kaitannya dengan 

perlindungan lingkungan laut yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif 

Maqāṣid al-Syarī'ah.123 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo 

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, penggunaan bahan peledak dalam kegiatan 

penangkapan ikan merupakan perbuatan yang dilarang karena berpotensi merusak 

sumber daya ikan dan lingkungan perairan. Larangan tersebut menunjukkan bahwa 

negara memandang kelestarian lingkungan laut sebagai kepentingan hukum yang 

harus dilindungi. Pengaturan ini tidak hanya bertujuan menjaga hasil perikanan, tetapi 

juga memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut tetap berlangsung secara 

berkelanjutan. 

Data yang diperoleh dari putusan pengadilan juga memperlihatkan bahwa 

penggunaan bahan peledak selalu menimbulkan dampak yang lebih luas 
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dibandingkan sekadar memperoleh hasil tangkapan ikan secara cepat. Dalam setiap 

perkara yang telah dianalisis pada bab sebelumnya, majelis hakim 

mempertimbangkan bahwa penggunaan bahan peledak mengakibatkan kerusakan 

terhadap ekosistem laut sehingga perbuatan tersebut layak dikenai sanksi pidana. 

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan menjadi salah satu 

alasan penting dalam penerapan hukum pidana di bidang perikanan.124 

Laporan Direktorat Jenderal PSDKP menunjukkan bahwa praktik destructive 

fishing masih menjadi salah satu ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya 

perikanan di Indonesia. Penggunaan bahan peledak menyebabkan rusaknya terumbu 

karang, matinya berbagai jenis biota laut, serta menurunnya produktivitas perairan 

dalam jangka panjang. Kerusakan tersebut tidak hanya berdampak terhadap 

lingkungan, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat 

pesisir yang menggantungkan mata pencahariannya pada hasil laut.125 

Hasil penelitian terdahulu juga memperlihatkan bahwa kerusakan terumbu 

karang akibat penggunaan bahan peledak memerlukan waktu puluhan tahun untuk 

pulih secara alami. Bahkan pada beberapa wilayah, kerusakan tersebut bersifat 

permanen apabila tidak dilakukan upaya rehabilitasi. Kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa penggunaan bahan peledak tidak hanya merugikan generasi saat ini, tetapi 

juga mengurangi kesempatan generasi yang akan datang untuk memanfaatkan sumber 

daya laut secara berkelanjutan. 

Menurut penulis, keseluruhan data penelitian tersebut memperlihatkan bahwa 

larangan penggunaan bahan peledak bukan hanya berkaitan dengan kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut perlindungan 

terhadap kehidupan manusia dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, analisis 
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terhadap larangan tersebut tidak cukup dilakukan hanya dari perspektif hukum positif, 

tetapi juga perlu dikaji berdasarkan nilai-nilai hukum Islam melalui perspektif 

Maqāṣid al-Syarī'ah. 

Berdasarkan data penelitian dapat dipahami bahwa penggunaan bahan peledak 

dalam penangkapan ikan menimbulkan kerusakan yang tidak hanya berdampak pada 

sumber daya perikanan, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan laut dan 

kesejahteraan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, larangan penggunaan bahan 

peledak memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu melindungi lingkungan hidup dan 

menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya laut bagi generasi sekarang 

maupun generasi yang akan datang. 

Analisis Larangan Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan 

Berdasarkan Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah, berdasarkan data penelitian yang telah 

diuraikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa penggunaan bahan peledak dalam 

penangkapan ikan bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum 

positif, tetapi juga bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Dalam perspektif 

Maqāṣid al-Syarī'ah, setiap ketentuan hukum pada dasarnya bertujuan untuk 

mewujudkan kemaslahatan (jalb al-maṣāliḥ) dan mencegah terjadinya kerusakan 

(dar' al-mafāsid). Oleh karena itu, larangan penggunaan bahan peledak perlu 

dipahami sebagai bagian dari upaya syariat untuk menjaga keseimbangan kehidupan 

manusia dan lingkungan.126 

Jika dicermati dari dampak yang ditimbulkan, penggunaan bahan peledak 

tidak hanya menghilangkan manfaat sumber daya ikan pada saat penangkapan 

dilakukan, tetapi juga menyebabkan kerusakan ekosistem yang berlangsung dalam 

waktu lama. Terumbu karang yang rusak membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk 

pulih, sedangkan berbagai jenis biota laut kehilangan habitatnya sehingga 

keseimbangan ekosistem terganggu. Akibat tersebut menunjukkan bahwa tindakan 
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penggunaan bahan peledak lebih banyak menimbulkan kemudaratan dibandingkan 

kemanfaatan. 

Menurut penulis, kondisi tersebut sejalan dengan prinsip dasar Maqāṣid al-

Syarī'ah yang mengutamakan perlindungan terhadap kemaslahatan umum. Meskipun 

pelaku memperoleh keuntungan ekonomi dalam waktu singkat, manfaat tersebut 

hanya dirasakan oleh individu tertentu. Sebaliknya, kerusakan lingkungan yang 

ditimbulkan berdampak kepada masyarakat luas dan berlangsung dalam jangka 

panjang. Oleh karena itu, dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah, kepentingan umum 

harus didahulukan dibandingkan kepentingan individu. 

Selain itu, penggunaan bahan peledak juga bertentangan dengan prinsip Islam 

yang melarang perbuatan merusak bumi setelah Allah menciptakannya dalam 

keadaan baik. Larangan tersebut menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung 

jawab sebagai khalifah untuk menjaga keseimbangan alam, bukan 

mengeksploitasinya secara berlebihan. Dengan demikian, kegiatan penangkapan ikan 

seharusnya dilakukan menggunakan cara yang tidak merusak lingkungan sehingga 

manfaat sumber daya laut dapat dinikmati secara berkelanjutan.127 

Menurut penulis, larangan penggunaan bahan peledak memiliki hubungan 

yang erat dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan masyarakat. 

Keberadaan sumber daya laut yang lestari akan memberikan manfaat bagi nelayan, 

menjamin ketersediaan pangan, menjaga keseimbangan ekosistem, dan mendukung 

pembangunan yang berkelanjutan. Sebaliknya, apabila penggunaan bahan peledak 

terus dibiarkan, kerugian yang ditimbulkan akan jauh lebih besar dibandingkan 

keuntungan yang diperoleh oleh pelaku. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dipahami bahwa larangan 

penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan tidak hanya memiliki dasar 

yuridis dalam hukum positif, tetapi juga memiliki dasar filosofis dan normatif dalam 

Maqāṣid al-Syarī'ah. Larangan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap 
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kemaslahatan umum yang bertujuan menjaga keberlangsungan kehidupan manusia 

dan kelestarian lingkungan laut. 

Berdasarkan perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah, larangan penggunaan bahan 

peledak dalam penangkapan ikan merupakan bentuk implementasi tujuan syariat 

untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Penggunaan bahan 

peledak lebih banyak menimbulkan mafsadah daripada maslahat sehingga 

pelarangannya sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap manusia, lingkungan 

hidup, dan keberlanjutan sumber daya alam.128 

Analisis Larangan Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan 

Berdasarkan Al-Ḍarūriyyāt al-Khams sebagai Tujuan Pokok Maqāṣid al-Syarī'ah 

Berdasarkan data penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa 

penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan tidak hanya bertentangan dengan 

ketentuan hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam 

(maqāṣid al-syarī'ah). Dalam pandangan Imam al-Syāṭibī, tujuan syariat diwujudkan 

melalui perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok (al-ḍarūriyyāt al-khams), yaitu 

perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan 

(ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Kelima tujuan tersebut saling berkaitan dan 

menjadi dasar dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. 

Apabila dikaitkan dengan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan 

ikan, kelima tujuan tersebut menunjukkan bahwa larangan penggunaan bahan peledak 

bukan hanya merupakan larangan hukum, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan 

terhadap kehidupan manusia dan lingkungan yang menjadi bagian dari amanah Allah 

Swt. kepada manusia sebagai khalifah di bumi.
129

 

A. Analisis Berdasarkan Hifẓ al-Dīn (Perlindungan Agama) 

Data penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahan peledak dilakukan 

untuk memperoleh hasil tangkapan ikan dalam jumlah besar dalam waktu yang 
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singkat. Namun, cara tersebut mengabaikan ketentuan syariat yang melarang 

perbuatan merusak bumi. Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. berfirman: 

 ٍَ ِ قرَِٚةٞ يِّ ثَ ٱللَّه ًَ هٌ رَدۡ عاًۚ إِ ًَ طَ َٔ فٗا  ٕۡ ٱدۡعُُِٕ سَ َٔ ا  َٓ ذِ
لَا جفُۡسِدُٔاْ فِٙ ٱلۡۡرَۡضِ تعَۡدَ إِصۡهََٰ َٔ

 ٍَ ذۡسُِِٛ ًُ  ٦٥ ٱنۡ

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah 

memperbaikinya." (QS. Al-A'raf: 56) 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa menjaga kelestarian alam merupakan 

bagian dari ketaatan kepada Allah Swt. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas yang 

menyebabkan kerusakan lingkungan bertentangan dengan nilai-nilai agama. 

Menurut penulis, penggunaan bahan peledak merupakan bentuk pemanfaatan 

sumber daya alam yang tidak sesuai dengan prinsip amanah dalam Islam. Manusia 

diberikan hak untuk memanfaatkan sumber daya alam, tetapi hak tersebut harus 

dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ketika pemanfaatan dilakukan dengan cara 

yang merusak, maka tindakan tersebut tidak lagi mencerminkan pelaksanaan ajaran 

agama, melainkan bentuk penyalahgunaan terhadap amanah yang diberikan Allah 

Swt. 

Dengan demikian, larangan penggunaan bahan peledak memiliki hubungan 

yang erat dengan tujuan ḥifẓ al-dīn karena menjaga lingkungan hidup merupakan 

bagian dari pelaksanaan nilai-nilai keagamaan yang mengajarkan keseimbangan, 

tanggung jawab, dan larangan melakukan kerusakan. 

Berdasarkan perspektif ḥifẓ al-dīn, larangan penggunaan bahan peledak 

merupakan bentuk pelaksanaan ajaran Islam yang memerintahkan manusia menjaga 

bumi dari segala bentuk kerusakan. Oleh karena itu, larangan tersebut menjadi bagian 

dari upaya menjaga nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat.
130
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B. Analisis Berdasarkan Hifẓ al-Nafs (Perlindungan Jiwa) 

Data penelitian memperlihatkan bahwa penggunaan bahan peledak tidak 

hanya membahayakan lingkungan laut, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa 

manusia. Proses pembuatan, penyimpanan, maupun penggunaan bahan peledak 

memiliki risiko tinggi yang dapat menyebabkan kecelakaan, luka berat, bahkan 

kematian bagi pelaku maupun masyarakat di sekitarnya. Selain itu, kerusakan 

ekosistem laut akibat penggunaan bahan peledak secara tidak langsung juga 

mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Menurunnya hasil tangkapan ikan akan 

berdampak pada berkurangnya sumber pangan dan pendapatan nelayan sehingga 

memengaruhi kualitas hidup masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut.
131

 

Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan bahan 

peledak tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keberlangsungan 

hidup manusia. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, perlindungan jiwa tidak hanya 

dipahami sebagai larangan membunuh seseorang, tetapi juga mencakup segala bentuk 

upaya untuk menjaga keselamatan hidup manusia dari berbagai ancaman. 

Oleh karena itu, larangan penggunaan bahan peledak merupakan bagian dari 

pelaksanaan tujuan syariat dalam menjaga keselamatan jiwa. Ketika negara melarang 

penggunaan bahan peledak dan memberikan sanksi pidana kepada pelakunya, 

kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan menegakkan hukum, tetapi juga melindungi 

kehidupan masyarakat dari risiko yang ditimbulkan oleh penggunaan bahan 

peledak.
132

 

Berdasarkan perspektif ḥifẓ al-nafs, larangan penggunaan bahan peledak 

merupakan bentuk perlindungan terhadap keselamatan jiwa manusia, baik bagi 

pelaku, masyarakat pesisir, maupun generasi yang akan datang yang bergantung pada 

keberlanjutan sumber daya laut. 
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C. Analisis Berdasarkan Hifẓ al-'Aql (Perlindungan Akal) 

Berdasarkan data penelitian, penggunaan bahan peledak lebih didorong oleh 

keinginan memperoleh keuntungan ekonomi dalam waktu singkat tanpa 

mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Cara berpikir 

seperti ini menunjukkan bahwa kepentingan sesaat lebih diutamakan daripada 

keberlanjutan sumber daya alam 

Menurut penulis, perspektif ḥifẓ al-'aql mengajarkan bahwa akal merupakan 

anugerah yang harus digunakan untuk memilih tindakan yang membawa 

kemaslahatan. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang perikanan 

seharusnya diarahkan pada metode penangkapan yang ramah lingkungan, bukan pada 

cara-cara yang merusak ekosistem laut.
133

 

Larangan penggunaan bahan peledak juga mendorong masyarakat untuk 

menggunakan akalnya dalam mengembangkan teknik penangkapan ikan yang lebih 

aman, efisien, dan berkelanjutan. Dengan demikian, perlindungan akal tidak hanya 

berkaitan dengan larangan terhadap hal-hal yang merusak fungsi berpikir, tetapi juga 

berkaitan dengan penggunaan akal secara bijaksana dalam mengelola sumber daya 

alam.
134

 

Dalam perspektif ḥifẓ al-'aql, larangan penggunaan bahan peledak bertujuan 

mendorong masyarakat menggunakan akal secara bertanggung jawab dalam 

memanfaatkan sumber daya laut sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang 

merugikan kehidupan bersama. 

D. Analisis Berdasarkan Hifẓ al-Nasl (Perlindungan Keturunan) 

Berdasarkan data penelitian yang telah dianalisis sebelumnya, penggunaan 

bahan peledak dalam penangkapan ikan tidak hanya memberikan dampak terhadap 

kondisi lingkungan saat ini, tetapi juga memengaruhi keberlangsungan sumber daya 
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laut yang akan dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Kerusakan terumbu karang, 

menurunnya populasi ikan, dan rusaknya habitat berbagai biota laut merupakan 

dampak yang membutuhkan waktu sangat lama untuk dipulihkan. Bahkan, beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa terumbu karang yang hancur akibat ledakan 

memerlukan waktu puluhan tahun untuk kembali seperti semula apabila tidak 

dilakukan rehabilitasi secara intensif.135 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan bahan peledak telah 

mengurangi hak generasi berikutnya untuk menikmati sumber daya laut yang sehat 

dan produktif. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, keadaan ini berkaitan dengan 

tujuan ḥifẓ al-nasl, yaitu menjaga keberlangsungan kehidupan generasi yang akan 

datang. Perlindungan keturunan tidak hanya dimaknai sebagai menjaga 

keberlangsungan keturunan secara biologis, tetapi juga memastikan bahwa generasi 

mendatang memperoleh lingkungan hidup yang layak untuk menunjang 

kehidupannya. 

Menurut penulis, sumber daya laut merupakan amanah yang harus dijaga agar 

manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Apabila generasi saat ini 

memanfaatkan sumber daya laut dengan cara yang merusak, maka generasi 

berikutnya akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat yang sama. Oleh 

karena itu, penggunaan bahan peledak bertentangan dengan prinsip keadilan 

antargenerasi (intergenerational justice) karena lebih mengutamakan keuntungan 

sesaat dibandingkan kepentingan jangka panjang. 

Selain itu, keberlanjutan sumber daya laut memiliki hubungan yang erat 

dengan ketahanan pangan masyarakat. Menurunnya populasi ikan akibat praktik 

destructive fishing dapat mengurangi ketersediaan bahan pangan yang menjadi 

kebutuhan dasar masyarakat pesisir. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut akan 
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memengaruhi kualitas hidup generasi mendatang karena berkurangnya akses terhadap 

sumber protein yang berasal dari hasil laut.136 

Dalam pandangan Islam, setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk 

menjaga amanah yang telah diberikan Allah Swt. agar dapat diwariskan kepada 

generasi berikutnya dalam keadaan yang baik. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa 

pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara seimbang antara kebutuhan 

saat ini dan kepentingan masa depan. Dengan demikian, larangan penggunaan bahan 

peledak merupakan bentuk perlindungan terhadap hak generasi mendatang untuk 

memperoleh lingkungan laut yang tetap lestari.137 

Menurut penulis, penerapan larangan tersebut tidak hanya bertujuan 

menghentikan praktik penangkapan ikan yang merusak, tetapi juga menjadi bentuk 

tanggung jawab moral dan hukum dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam. 

Semakin baik perlindungan terhadap lingkungan laut saat ini, semakin besar pula 

peluang generasi berikutnya untuk memanfaatkan sumber daya tersebut secara 

berkelanjutan. 

Berdasarkan perspektif ḥifẓ al-nasl, larangan penggunaan bahan peledak 

dalam penangkapan ikan merupakan bentuk perlindungan terhadap hak generasi 

mendatang untuk menikmati sumber daya laut yang tetap lestari. Oleh karena itu, 

larangan tersebut tidak hanya memiliki tujuan menjaga lingkungan pada masa 

sekarang, tetapi juga menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat pada masa yang 

akan datang.138 

E. Analisis Berdasarkan Hifẓ al-Māl (Perlindungan Harta) 

Data penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahan peledak dalam 

penangkapan ikan memberikan dampak ekonomi yang sangat besar. Pada awalnya, 
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pelaku memang memperoleh keuntungan karena mampu menangkap ikan dalam 

jumlah banyak dalam waktu singkat. Namun, keuntungan tersebut hanya bersifat 

sementara. Sebaliknya, kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar karena rusaknya 

ekosistem laut menyebabkan hasil tangkapan nelayan menurun, biaya rehabilitasi 

lingkungan meningkat, dan produktivitas sumber daya perikanan mengalami 

penurunan dalam jangka panjang. 

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) tidak 

hanya berkaitan dengan menjaga kepemilikan seseorang, tetapi juga mencakup 

perlindungan terhadap seluruh sumber kekayaan yang menjadi penopang kehidupan 

masyarakat. Laut sebagai salah satu sumber daya alam merupakan aset yang memiliki 

nilai ekonomi tinggi sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara bertanggung 

jawab agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.139 

Menurut penulis, penggunaan bahan peledak justru bertentangan dengan 

tujuan ḥifẓ al-māl karena mengakibatkan kerugian ekonomi yang lebih besar 

dibandingkan manfaat yang diperoleh pelaku. Kerusakan terumbu karang mengurangi 

populasi ikan, menurunkan hasil tangkapan nelayan tradisional, menghambat 

perkembangan sektor pariwisata bahari, dan meningkatkan biaya yang harus 

dikeluarkan negara untuk melakukan rehabilitasi lingkungan. Dengan demikian, 

tindakan tersebut tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga merugikan 

masyarakat dan negara. 

Apabila dianalisis lebih lanjut, sumber daya laut merupakan kekayaan 

bersama (public property) yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Oleh karena itu, setiap bentuk pemanfaatan yang menyebabkan kerusakan 

terhadap sumber daya tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam 

pengelolaan kekayaan publik. Keuntungan yang diperoleh pelaku penggunaan bahan 
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peledak tidak sebanding dengan kerugian ekonomi yang harus ditanggung oleh 

masyarakat secara keseluruhan.140 

Selain itu, keberlanjutan sumber daya laut menjadi salah satu faktor penting 

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Apabila praktik 

penggunaan bahan peledak terus berlangsung, maka pendapatan nelayan tradisional 

akan semakin menurun karena jumlah ikan yang tersedia di perairan semakin 

berkurang. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan angka kemiskinan di 

wilayah pesisir dan mengurangi kesejahteraan masyarakat. 

Menurut penulis, larangan penggunaan bahan peledak merupakan bentuk 

perlindungan terhadap kekayaan masyarakat yang bersumber dari hasil laut. 

Perlindungan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga nilai ekonomi sumber daya 

perikanan, tetapi juga memastikan bahwa manfaat ekonomi tersebut dapat dinikmati 

secara adil oleh seluruh masyarakat tanpa merusak keseimbangan ekosistem. 

Berdasarkan perspektif ḥifẓ al-māl, larangan penggunaan bahan peledak 

dalam penangkapan ikan bertujuan menjaga kekayaan masyarakat yang berasal dari 

sumber daya laut. Larangan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap aset 

publik agar tetap memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat 

dan negara.141 

F. Analisis Al-Ḍarūriyyāt al-Khams 

Berdasarkan analisis terhadap lima tujuan pokok maqāṣid al-syarī'ah, dapat 

dipahami bahwa larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan tidak 

hanya bertujuan menegakkan hukum positif, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan 

sebagaimana menjadi tujuan utama syariat Islam. Penggunaan bahan peledak 

bertentangan dengan ḥifẓ al-dīn karena merupakan bentuk kerusakan terhadap 

amanah Allah Swt. dalam menjaga bumi. Dari aspek ḥifẓ al-nafs, praktik tersebut 

membahayakan keselamatan manusia dan mengancam keberlangsungan hidup 

                                                           
140

 Umratul Khasanah, “Kepemilikan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” 

IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 2 (2025): 334–46. 
141

 faresh Emha, “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara 

Illegal (Illegal Fishing)” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025). 



84 

 

 

masyarakat pesisir. Selanjutnya, dalam perspektif ḥifẓ al-'aql, penggunaan bahan 

peledak menunjukkan pemanfaatan akal yang tidak diarahkan pada kemaslahatan. 

Pada aspek ḥifẓ al-nasl, kerusakan lingkungan akibat bahan peledak mengurangi hak 

generasi mendatang untuk menikmati sumber daya laut yang lestari. Sementara itu, 

dari sudut pandang ḥifẓ al-māl, praktik tersebut menyebabkan kerugian ekonomi yang 

lebih besar daripada manfaat yang diperoleh pelaku.142 

Dengan demikian, menurut penulis, larangan penggunaan bahan peledak 

merupakan implementasi nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah karena bertujuan menjaga 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta secara terpadu. Larangan tersebut juga 

menjadi instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan lingkungan laut dan 

menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan bagi generasi sekarang maupun 

generasi yang akan datang. 

Berdasarkan data penelitian yang telah dianalisis pada pembahasan 

sebelumnya, dapat dipahami bahwa penggunaan bahan peledak dalam penangkapan 

ikan menimbulkan kerusakan yang tidak hanya berdampak terhadap ekosistem laut, 

tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan keberlanjutan sumber daya 

perikanan. Kerusakan tersebut menunjukkan bahwa tindakan penggunaan bahan 

peledak tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum semata, melainkan 

sebagai perbuatan yang mengancam kemaslahatan umum. Oleh karena itu, analisis 

terhadap larangan penggunaan bahan peledak perlu dilakukan dengan melihat tujuan 

syariat Islam dalam menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan kepentingan 

generasi mendatang.
143

 

Berdasarkan Undang-Undang Perikanan, larangan penggunaan bahan peledak 

bertujuan melindungi sumber daya ikan dan lingkungan perairan agar tetap dapat 

dimanfaatkan secara berkelanjutan. Tujuan tersebut memiliki kesamaan dengan 
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prinsip maqāṣid al-syarī'ah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah 

kerusakan. Dalam konteks ini, perlindungan lingkungan laut bukan hanya menjadi 

kewajiban negara melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga 

menjadi kewajiban setiap individu sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga 

ciptaan Allah Swt. 

Menurut penulis, lingkungan laut dalam perspektif Islam memiliki kedudukan 

yang sangat penting karena menjadi salah satu sumber kehidupan manusia. Laut 

menyediakan berbagai kebutuhan pokok, mulai dari sumber pangan, mata 

pencaharian masyarakat pesisir, jalur transportasi, hingga menjaga keseimbangan 

iklim. Oleh karena itu, setiap bentuk eksploitasi yang menghilangkan fungsi-fungsi 

tersebut bertentangan dengan tujuan syariat yang menghendaki terwujudnya 

kemaslahatan bagi seluruh makhluk. 

Apabila dicermati lebih lanjut, penggunaan bahan peledak merupakan bentuk 

pemanfaatan sumber daya alam yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan 

(sustainability). Pelaku memperoleh keuntungan dalam waktu singkat, tetapi 

kerusakan yang ditimbulkan berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara manfaat yang 

diperoleh dengan kerugian yang ditanggung oleh masyarakat dan lingkungan. Dalam 

perspektif maqāṣid al-syarī'ah, tindakan yang lebih banyak menimbulkan mafsadah 

daripada maslahat harus dicegah karena bertentangan dengan tujuan syariat.
144

 

Menurut penulis, konsep keberlanjutan lingkungan laut dalam Islam tidak 

hanya berkaitan dengan pelestarian alam, tetapi juga menyangkut keadilan 

antargenerasi. Generasi yang hidup pada masa sekarang tidak memiliki hak untuk 

menghabiskan atau merusak sumber daya alam sehingga generasi berikutnya 

kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat yang sama. Oleh karena itu, 
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pemanfaatan sumber daya laut harus dilakukan secara proporsional dengan tetap 

memperhatikan daya dukung lingkungan serta keseimbangan ekosistem. 

Selain itu, perlindungan lingkungan laut dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah 

juga mencerminkan penerapan prinsip tanggung jawab (mas'uliyyah). Setiap manusia 

memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga alam sebagai amanah dari 

Allah Swt. Tanggung jawab tersebut tidak hanya diwujudkan melalui sikap menjaga 

lingkungan, tetapi juga melalui kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang melarang 

penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan. Dengan demikian, 

kepatuhan terhadap hukum positif sejalan dengan pelaksanaan nilai-nilai syariat 

Islam.
145

 

Hasil analisis terhadap putusan pengadilan yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya juga menunjukkan bahwa majelis hakim menjadikan kerusakan 

lingkungan sebagai salah satu pertimbangan dalam menjatuhkan pidana kepada 

pelaku. Menurut penulis, pertimbangan tersebut telah mencerminkan upaya 

perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Namun demikian, orientasi 

pemidanaan masih lebih banyak diarahkan pada pemberian efek jera kepada pelaku 

daripada pemulihan lingkungan yang telah mengalami kerusakan. Oleh karena itu, 

dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, perlindungan lingkungan laut seharusnya tidak 

berhenti pada pemberian sanksi pidana, tetapi juga diikuti dengan langkah-langkah 

rehabilitasi terhadap ekosistem yang rusak. 

Menurut penulis, penerapan sanksi pidana yang disertai kewajiban pemulihan 

lingkungan akan lebih sesuai dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah karena tidak hanya 

memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga mengembalikan manfaat 

lingkungan bagi masyarakat. Bentuk pemulihan tersebut dapat berupa rehabilitasi 

terumbu karang, pelestarian kawasan pesisir, penanaman kembali ekosistem laut, atau 
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bentuk tanggung jawab lain yang secara langsung berkontribusi terhadap 

keberlanjutan sumber daya perikanan. 

Dalam perspektif Islam, menjaga lingkungan juga merupakan bagian dari 

upaya mewujudkan maṣlaḥah 'āmmah atau kemaslahatan umum. Kemaslahatan 

tersebut tidak hanya dirasakan oleh individu tertentu, tetapi mencakup seluruh 

masyarakat bahkan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, larangan penggunaan 

bahan peledak memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar melarang suatu 

perbuatan. Larangan tersebut merupakan instrumen untuk menjaga keseimbangan 

ekosistem laut, melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang baik, serta 

menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam. 

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa 

perspektif maqāṣid al-syarī'ah memberikan landasan yang kuat terhadap larangan 

penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan. Larangan tersebut tidak hanya 

didasarkan pada ketentuan hukum positif, tetapi juga pada tujuan syariat untuk 

menjaga kehidupan, melindungi lingkungan, dan mewujudkan kemaslahatan yang 

berkelanjutan. Dengan demikian, perlindungan lingkungan laut merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan nilai-nilai syariat Islam. 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa larangan penggunaan 

bahan peledak dalam penangkapan ikan memiliki kesesuaian dengan tujuan maqāṣid 

al-syarī'ah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Perlindungan 

terhadap lingkungan laut tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga kelestarian sumber 

daya perikanan, tetapi juga untuk melindungi kehidupan masyarakat, menjaga 

kesejahteraan ekonomi, serta menjamin hak generasi mendatang atas lingkungan 

yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, larangan penggunaan bahan peledak 

merupakan implementasi nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah yang berorientasi pada 

perlindungan lingkungan laut sebagai bagian dari kemaslahatan umum. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, 

putusan pengadilan, penelitian terdahulu, serta perspektif maqāṣid al-syarī'ah, dapat 

dipahami bahwa larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan 
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memiliki tujuan yang jauh lebih luas daripada sekadar memberikan sanksi kepada 

pelaku. Larangan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan 

masyarakat, kelestarian lingkungan laut, dan keberlanjutan sumber daya perikanan 

sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan bersama. 

Data penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahan peledak 

menyebabkan kerusakan yang bersifat menyeluruh. Dampak yang ditimbulkan tidak 

hanya berupa kematian ikan yang menjadi sasaran penangkapan, tetapi juga rusaknya 

terumbu karang, hilangnya habitat berbagai jenis biota laut, menurunnya 

produktivitas sumber daya perikanan, serta berkurangnya pendapatan masyarakat 

pesisir. Kerusakan tersebut berlangsung dalam jangka panjang sehingga 

pemulihannya membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Oleh karena itu, 

penggunaan bahan peledak tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap 

ketentuan administratif atau pidana semata, tetapi merupakan tindakan yang 

mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat.
146

 

Menurut penulis, keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 

menunjukkan bahwa negara telah memberikan perlindungan hukum terhadap sumber 

daya perikanan melalui pengaturan larangan penggunaan bahan peledak. Penerapan 

sanksi pidana terhadap pelaku merupakan bentuk perlindungan negara terhadap 

kepentingan umum agar pemanfaatan sumber daya laut dilakukan secara bertanggung 

jawab. Namun demikian, hasil analisis terhadap putusan pengadilan menunjukkan 

bahwa orientasi pemidanaan masih lebih menitikberatkan pada pemberian efek jera 

melalui pidana penjara dan pidana denda, sedangkan aspek pemulihan lingkungan 

belum menjadi bagian utama dalam pertimbangan pemidanaan. 

Apabila kondisi tersebut dianalisis menggunakan perspektif maqāṣid al-

syarī'ah, dapat dipahami bahwa larangan penggunaan bahan peledak merupakan 

implementasi dari tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah 
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kemudaratan. Prinsip ini tercermin dalam perlindungan terhadap lima kebutuhan 

pokok (al-ḍarūriyyāt al-khams), yaitu perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-

nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Kelima 

tujuan tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam menilai bahwa penggunaan 

bahan peledak bertentangan dengan tujuan syariat karena lebih banyak menimbulkan 

kerusakan daripada kemanfaatan.
147

 

Menurut penulis, hubungan antara maqāṣid al-syarī'ah dengan perlindungan 

lingkungan laut menunjukkan bahwa Islam tidak memandang alam sebagai objek 

yang bebas dieksploitasi, melainkan sebagai amanah yang harus dijaga. Manusia 

diberi kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam, tetapi pemanfaatan 

tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan 

keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, penggunaan bahan peledak yang 

mengakibatkan kerusakan lingkungan bertentangan dengan prinsip tanggung jawab 

sebagai khalifah di bumi. 

Selain itu, konsep keberlanjutan lingkungan laut yang berkembang dalam 

hukum modern memiliki kesesuaian dengan prinsip kemaslahatan dalam maqāṣid al-

syarī'ah. Keduanya sama-sama menempatkan keberlangsungan sumber daya alam 

sebagai kepentingan yang harus dijaga untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang 

tanpa mengurangi hak generasi mendatang. Dengan demikian, perlindungan 

lingkungan laut bukan hanya menjadi tuntutan hukum positif, tetapi juga merupakan 

bagian dari kewajiban moral dan keagamaan.
148

 

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis tersebut, menurut penulis, larangan 

penggunaan bahan peledak merupakan kebijakan hukum yang memiliki dasar yuridis, 

filosofis, dan religius. Dari aspek yuridis, larangan tersebut diatur secara tegas dalam 

peraturan perundang-undangan. Dari aspek filosofis, larangan tersebut bertujuan 

menjaga keseimbangan antara kepentingan manusia dan kelestarian lingkungan. 
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Sementara itu, dari aspek religius, larangan tersebut sejalan dengan tujuan maqāṣid 

al-syarī'ah yang mengutamakan kemaslahatan dan mencegah segala bentuk 

kerusakan. 

Oleh karena itu, menurut penulis, upaya perlindungan lingkungan laut tidak 

cukup dilakukan melalui penegakan hukum pidana saja. Perlindungan tersebut juga 

harus didukung oleh peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pendidikan mengenai 

pentingnya konservasi sumber daya laut, pengawasan yang berkelanjutan, serta kerja 

sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat pesisir, dan tokoh 

agama. Pendekatan yang bersifat terpadu akan lebih efektif dalam mencegah praktik 

penggunaan bahan peledak dibandingkan hanya mengandalkan penerapan sanksi 

pidana. 

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa larangan 

penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan merupakan salah satu bentuk 

perlindungan terhadap lingkungan laut yang sejalan dengan tujuan maqāṣid al-

syarī'ah. Larangan tersebut tidak hanya berfungsi menjaga kelestarian sumber daya 

perikanan, tetapi juga menjaga kesejahteraan masyarakat, melindungi hak generasi 

mendatang, serta mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat 

Islam. 

Berdasarkan hasil sintesis seluruh pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan memiliki kesesuaian 

yang kuat dengan perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Larangan tersebut tidak hanya 

bertujuan menegakkan ketentuan hukum positif, tetapi juga mewujudkan 

kemaslahatan melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 

Selain itu, larangan tersebut menjadi instrumen penting dalam menjaga kelestarian 

lingkungan laut, menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan, serta memberikan 

perlindungan terhadap hak masyarakat dan generasi mendatang atas lingkungan yang 

sehat dan produktif. 
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BAB V  
 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penegakan hukum  

terhadap Larangan Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan ikan Analisis 

Hukum Pidana Nasional dan Maqasid Syariah, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Penegakan hukum terhadap larangan penggunaan bahan peledak dalam 

penangkapan ikan telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, serta didukung oleh ketentuan 

dalam KUHP Nasional. Namun, implementasi penegakan hukumnya masih 

menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana 

pengawasan, luasnya wilayah perairan Indonesia, kurangnya jumlah aparat 

penegak hukum, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya kesadaran 

hukum masyarakat pesisir. Kondisi tersebut menyebabkan praktik penggunaan 

bahan peledak dalam penangkapan ikan masih terus terjadi di beberapa wilayah. 

2. Konstruksi sanksi pidana terhadap pelanggaran penggunaan bahan peledak dalam 

penangkapan ikan pada dasarnya telah mencerminkan perlindungan terhadap 

sumber daya perikanan dan lingkungan hidup melalui ancaman pidana penjara 

dan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perikanan serta 

dikorelasikan dengan ketentuan dalam KUHP Nasional. Penerapan sanksi pidana 

tersebut tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga 

mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum sebagai bentuk 

perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, kelestarian ekosistem laut, dan 

keberlanjutan sumber daya perikanan. 
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3. Larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan berdasarkan 

perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah merupakan bentuk perlindungan terhadap 

kemaslahatan umum karena praktik tersebut mengakibatkan kerusakan 

lingkungan laut, mengancam keberlangsungan kehidupan biota laut, serta 

merugikan masyarakat pesisir. Perbuatan tersebut tergolong sebagai jarīmah ta'zīr 

karena tidak ditentukan secara khusus bentuk sanksinya dalam syariat, namun 

penjatuhan sanksi menjadi kewenangan pemerintah demi mencegah kerusakan 

(dar' al-mafsadah) dan mewujudkan kemaslahatan (jalb al-maṣlaḥah). Dengan 

demikian, penegakan hukum pidana nasional memiliki kesesuaian dengan tujuan 

syariat Islam dalam menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), menjaga harta (ḥifẓ al-māl), serta 

menjaga kelestarian lingkungan (ḥifẓ al-bi'ah). 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian studi kepustakaan, penulis memberikan saran dengan 

harapan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan secara umum. Adapun saran 

yang penulis ajukan sebagai berikut : 

1. Kepada pemerintah dan aparat penegak hukum, diperlukan penguatan 

pengawasan di wilayah perairan melalui peningkatan jumlah personel, penyediaan 

sarana patroli yang memadai, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta 

penguatan koordinasi antara Kepolisian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

TNI AL, pemerintah daerah, dan instansi terkait agar penegakan hukum terhadap 

penggunaan bahan peledak dapat berjalan lebih efektif dan memberikan efek 

pencegahan yang optimal. 

2. Kepada masyarakat, khususnya nelayan, perlu dilakukan pembinaan dan edukasi 

hukum secara berkelanjutan mengenai dampak penggunaan bahan peledak 

terhadap kelestarian ekosistem laut serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan. 

Pendekatan berbasis penyuluhan hukum dan nilai-nilai keagamaan diharapkan 
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mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga praktik 

penangkapan ikan dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan 

berkelanjutan. 

3. Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan 

penelitian mengenai penegakan hukum tindak pidana perikanan dengan 

pendekatan empiris maupun komparatif, termasuk mengkaji efektivitas penerapan 

KUHP Nasional terhadap tindak pidana lingkungan dan perikanan serta 

penguatan integrasi antara hukum pidana nasional dan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam 

perlindungan sumber daya kelautan di Indonesia. 
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